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Fenullsan
Artikel

JUENAL TRAMEFORMAST ADMINISTRASI merupakan jurnal ilmiah berkala vang diterbitkan oleh

Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur TV Lembaga Administrasi Negara-Aceh

(PKFLA TVLAN).

Memuat tuligan ilmiah hasil kajian komseptual atau penelitian empirik pada bidang administrasi negara, sepert
kinerja aparatur dan pemerintahan, kelembagaan, tatalaksana, pelayanan publik, otonemi dasrah, hukum, sosial,
ekonomi dan sebagainya. Tullzan dapat bersifat penermuan bary, koreksl, pengembangan atan pen guatan terhadap
paradigma atau teorl yang sudah ada. Tulisan belum pernah dimuat) dipublikasikan pada media jurnal /media
lainreya. Tuliran harua didukung oleh referenal,/ bibliography yang relevan.

Petunjuk penulisan naskah adalah sebagai berikut:

1. Maskah dikelik dalam bahasa Indonesia (untuk
abetrict dan keyruorde dalam dua bahasa Indonesia-
Inggria), menggunakan kertas ukuran Ad sepanjang
120 halaman, jenis hurof hook aniiqea, spasl tunggzal
(1}, margin 3 cm dari atas dan kiri, serta 2,5 cm dari
karan dan bawah;

2. Format tulisan /arkikel berdirl atas:

a. Judul tulisan {14 pt), ditulis 2 hingga 4 baris,
spasi tunggal;

b. Mama penulis (12 pt), diberikan footnote terdang
identiitas penulis. Apabila penulis lebih dari
sabu orang maka penulis vang ditulls pertans
adalah penu lis utama;

¢ Abatract (12 pt) merupakan ringkasan dari iai
artikel vang difuangkan secara padat, bukan
komentar atau pengantar penulis, terdirl dari
100200 kata vang disesun dalam salu paragrafl
dengan format esel bukan enumeratif, ditulia
dalam bahasa Inggris;

d. Keywords (12 pt) ditulis dalam dua bahasa
Indenesia-Inggris);

e Pendahuluan (12 pt), spaal tunggal {1). Memuat
dan merguralkan nfoermasiinfornasi umcm,
bpik dan sub stanai yang mampu menarik dan
mengundang raca keingintahuan (s
pembaca, dengan memb erikan acuan hagi
permasalahan yang akan dibahas, artl pentingmya
nmater] yang ditulls, atau gagasan baru yang
inowvatif dan konstrukdtif, Tulisan disertai dengan
datadata pendukung dan sumber referensl. Baglan
i terdird; (1) romuosan masalah; (i) wjoan; (i) dan
deskripsi singkat mengenal kerangka pemikiran.
Apabila tullsan merupakan hasil penel itian
empirik maka perlu dicandumkean; (i} melods
peneitian; (b) kasll analisis data dan penelitian;

f. Pembahasan (12 pt). Memuat uraian, analisis,
argumentasi, interpretasi penulis terhadap data
berkensan masalah yang disceot. Datadata

=

yvang digunakan disertal sumber relerenal yang
mendukung;

g Penutup {12 pi). Memuat kesimpulan vang
menjadi fingkasan uralan atau jawaban
sigtimatis dari masalah vang diajukan secara
singkat dan dlikutl oleh saransaran atau rencana
tindak lanjut;

h. Draftar Pustaka {12 pt). Berupa buku teks, artikel
dari majalah, makalah, perundangundangan
dan dokumen pendukung lalnnya, ditulls
pada bagian akhir tulisan dengan mengikot
kaldahkaldah penerbitan daftar pustaka dalam
publikasi ilmiah.

Penulisan Tabel dan Gambar/ Grafik. Judul tabel

ditulis diatas tabel, redangkan judul gambar/ grafik

ditulis di ba wah gambar,/grafik. Jika tabel atau
gambar/grafik ter sebut merupakan kutipan ataw
modifikasi dari buku atan sumber tertentu maka
wajib menyebutkan sumber aslirya. Jika tabel tadi
merupakan data olahan kerhadap suatu instrumen
penelitian, maka harus pula diberikan keterangan;

Penulican Kutipan menggunakan format bedynote,

dan urduk defenial istllah dalam bendulk catatan

kaki {footneote);

Tulisan yang diserahkan kepada Redaksi akan

diselekal dam direview oleh Tim Redaksi. Tim

berhak mengubah susunan kalimat, panjang tulizan
dan aspekaspek penulisan lainnya sesual dengan
wiai misi JTA, tanpa menghilangkan substansi

tulisan. Untuk tullsan yang tdak dimoat, akan di

kembalikan kepada penulis, dan untuk tulisan yang

dirmuat akan diberikan honorarium sepantasnya
sesual dengan jumlah halaman terbitan;

Maskah dapat dikirim ke Redaksi [TA d/a: PEP2A

TV LAN Jalan T. Panglima Nyak Makam MNo. 12,

Lampineung Banda Aceh 23135, Telp 0651-

7552569, Fax 0651 7E52568 atau melalui emall ke

jurnal pkpatlanfigmail com.

Jurnal Transformasi Administrasi mengundang Anda
mengirimkan artikel hasil kajlan konsephual maupun penelitian empirik
hersifat penemuan baru, korelsi, pengembangan, dan atau penguatan

terhadap paradigma maupun teor yang telah ada
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Membudayakan

Nilai-Nilai Reformasi

elayanan publik terdiri dari pelayanan barang publik dan jasa publik

serta pelayanan administratif, yang disediakan oleh penyelenggara

pelayanan publik dan dilakukan oleh pelaksana vang ditugaskan.

Pelaksana pelayanan publik adalah pejabat, pegawai, petugas, dan

setiap orang yang bekerja di dalam organisasi. Pelaksana pelayanan
publik bertanggung jawab memberikan pelayanan secara baik dan prima kepada
masyarakat sesuai dengan ketentuan vang berlaku.

Jika menyimak potret pelayanan publik saat ini, belum menunjukkan sebuah
kinerja yang mengembirakan, baik bila dilihat dari kinerja maupun output serta
outcome. Kinerja pelavan publik dewasa ini lebih cendrung dimaknai/orientasi
kepada capian output program (masih minim menggunakan pendekatan outcomes).
Timbul istilah bahwa “yang penting terlaksana dan anggaran terserap”. lronis
memang, ditengah-tengah gencarnya tuntutan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tidak dapat dipungkiri bahwa lemahnya kinerja aparatur pelaksana pelayanan
publik merupakan salah satu diantara beberapa penyebab buramnya kinerja
pelayanan publik itu sendiri. Terdapat beberapa indikator, antara lain ditunjukkan
oleh pelayanan yang bertele-tele dan cenderung birokratis, biaya yang tinggi,
pungutan-pungutan tambahan, perilaku aparat yang lebih bersikap sebagai pejabat
ketimbang abdi masyarakat, pelayanan yang diskriminatif, dan sederetan persoalan
lainnya (Abas & Triandyani, 2001). Kemudian, masih menjamurnya sejumlah
‘budaya negatif di kalangan aparat pemerintah yang merugikan kepentingan
publik seperti mendahulukan kepentingan pribadi, golongan atau kelompok,
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termasuk kepentingan atasannya ketimbang kepentingan publik, adanya perilakn
malas dalam mengambil inisiatif di luar peraturan, masih kuatnya kecenderungan
untuk menunggu petunjuk atasan, sikap acuh terhadap keluhan masyarakat,
lamban dalam memberikan pelayanan, kurang berminat dalam mensosialisasikan
berbagai peraturan kepada masyarakat, dan sebagainya (Center of Population and
Policy Studies Universitas Gadjah Mada,2001). Berkembang kesan bahwa semangat
aparatur bilamana “berkerja karena ada honor”, bahkan yang sangat miris adalah
adanya istilah “tidak ada pelayvanan yvang gratis”.

Kondisi tersebut mencermikan ada persoalan terkait dengan pola pikir (mindset)
dan budaya kerja (cultureset) dalam pelayanan publik. Gambaran buram pelayanan
publik tersebut, telah menjadikan isue kinerja aparat pelayanan publik menjadi
isne penting dalam reformasi administrasi publik di berbagai negara, termasuk
untuk konteks Indonesia (Antomius Tarigan, 2001). Menyikapi fenomena tersebut,
Pemerintah Indonesia menetapkan Reformasi Birokrasi yvang telah dimulai sejak
2010. Salah satu tujuan dari penerapan RB ini adalah untuk menata profesionalitas
dan kompetensi SDM aparatur pelayanan publik. Untuk konteks tersebut, berbagai
agenda diatur dalam RB, mulai dari proses rekruitmen pegawai yang berbasis
kompetensi dan skill, pengembangan pegawai berdasarkan kompetensi dan
profesionalitas, pengisian jabatan untuk eselon 1l dan [ secara terbuka, serta upaya
- upaya penghargaan kepada kinetja pegawai secara fair berdasarkan nilai prestasi
kerjanya.

Diatas telah disinggung tentang pola pikir dan budaya kerja merupakan salah
satu penyebab rendahnya kinerja pelayanan publik, maka dibutuhkan strategi
menata dan meningkatkan profesionalitas pegawai secara komprehensif. Melalui
pendayagunaan kompetensi aparatur, transformasi nilai-nilai bestpractize paradigma
dan budaya kerja, pemberian reward dan punisment yang berbasis prestasi kerja,
dinyakini dapat meningkatkan motivasi (etos kerja) dan menciptakan budaya kerja
vang produktf dan inovatif. Khusus konteks pemberian Reward kepada pegawai
berprestasi selain dapat menjadi stimulus dalam meningkatkan motivasi dan inovasi
ketja bagi pegawai itu sendiri, juga dapat berpengaruh positif sebagai pendorong
melahirkan motivasi dan produktifitas bagi pegawai - pegawai lainnya untuk
mendapatkan bentuk penghargaan yang sama.

Dengan pendekatan penilaian kinerja berdasarkan prestasi kerja tersebut,
diharapkan dapat menutupi (bahkan memperbaiki) kelemahan-kelemahan dari
pendekatan metode penilaian kinerja pegawai selama ini yang dilakukan melalui
pengisian Daftar Penilaian Prestasi Pegawai (DP3), yvang lebih bersifat sebagai
rutinitas, hasil yang terkesan subjektif atasan (terkesan tergantung pada selera
atasan), tidak partisipatif, lebih ditekankan kepada kedisplinan dari kehadiran.
Sehingga akibatnyaoutput penilaian tidak saja tidak bisa menggambarkan kondisi
vang sesungguhnya (riil), tetapi juga tidak dapat digunakan sebagai input dalam
perencanaan pengembangan dan pembenahan kinerja aparat pemerintah. Oleh karena
itu terbukt bahwa pendekatan penilaian kinerja melalui D3 dirasakan tidak relevan
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lagi dengan kondisi dan ekspetasi masyarakat akan produktifitas dan profesionalitas
pegawai, serta terbukti tidak menciptakan iklim motivasi dan kompetisi karier antar
aparatur secara proporsionaltidak membuat pegawai lebih berkinerja dari segi
prestasi kecuali hanya pemaknaan kinerja vang sempit yaitu “asal rajin masuk dan
absen kantor saja”.

Dengan demikian sebuah sistern baru penilaian kinerja dengan memasukkkan
nilai-nilai, responsif,motivasi, budaya kerja, dan etika pelayanan sangat dibutuhkan,
yang mampu menggambarkan kinerja riil aparat dan kelembagaaan pemerintah.
Beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, dan Singapura sudah
mengembangkan kerangka kerja misalnya dengan menyusun Code of Conduct
tertentu yang berbasis nilai-nilai profesionalisme, produktivitas, tanggung jawab,
dan kepemimpinan, serta menciptakan Culfure of Excellence (Ibrahim, 1999). Demikian
halnya dengan Jepang dan India yang berupaya menyusupkan dimensi-dimensi nilai
moral dan etika ke dalam praktek pelayanan publik. Sedangkan negara-negara maju
lainnya berusaha untuk melakukan transformasi kebijakan pengembangan SDM
aparat demi peningkatan kinerja pelayanan publik yang pada akhimya diharapkan
mampu mengembalikan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Tentunva untuk dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan, maka
apapun pilihan pendekatan yang dipilih (bila mengadopsi ) dari beberapa negara
vang sudah lebih baik tingkat pelayanan aparaturnya, mamun tanpa didorong
dengan kebijakan, komitmen dan konsistensi (kesungguhan) pimpinan dan jajaran
aparaturnya dalam meng implementasikarmya, serta tanpa ruang dan apresiasi
terhadap control publik (sebagai penerima manfaat) maka tidaklah lebih bermakna
setiap sistem yang diciptakan. Sistem penilaian kinerja aparatur hendaknya tidak
hanya berhasil menjadi control kelembagaan terhadap kinerja staff, akan tetapi juga
harus mampu melahirkan rasa tanggung jawab, kepemilikan dan integritas individu
aparatur terhadap tugas -tugasnya (tanpa harus merasa terpaksa bekerja karena ada
aturan yang mengharuskan), tapi lebih dari itu yakni sebagai individu vang telah
bersumpah sebagai pelayan publik, menjadi sebuah kewajiban dan kesempatan
belajar dan beramal dalam melaksanakan tugas-tugas tanpa pamrih.

Dengan pendavagunaan (red.pembinaan) secara terukur, profesional,
komprehensif dan terus-menerus maka diharapkan melahirkan aparatur-aparatur
vang berkinerja tinggi dan berintegritas yang akan berkontribusi terhadap kinerja
kelembagaan secara keseluruhan. Melalui transformasi aparatur dan kelembagaan
yang berkinerja tinggi, tujuan hakiki dari optimalisasi pelayanan publik ke arah yang
lebih baik diharapkan dapat diwujudkan. Maka jangan pernah puas dan berhenti
pada satu keberhasilan, jadikan keberhasilan itu sebagai motivasi, inovasi dan
transformasi kesuksesan selanjutnya. (Edy Saputra)
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Tantangan Pengembangan

Kapasitas e-Government di Provinsi Aceh
Development challenges The capacity of e-Government in Aceh Province

ELI JUMAELI
Lembags Admiristresi Negers
JI. Wedaran Mo. 100 Jakerta. emal - ali_jumeaki@yahoo.com

ABSTRAK

Pengembangan E-Govermment di  Aceh bertujuan meningkatkan kualitas
penvelenggaraan administrasi Pemerintahan Aceh yang berbasis  teknologi
komunikasi dan informasi dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada
publik secara transparan dan akuntabel melalui web. Dalam pengelolaan informasi
dan dokumentasi (PID) masih mengalami kendala dalam hal ketidakjelasan
pembagian ruang lingkup tugas pengelolaan antara Dishubkomintel dengan Biro
Hubungan Masyarakat Setdaprov, lemahnya pemahaman tentang PID di kalangan
pejabat, terbatasnya pegawai vang memiliki kemampuan dalam mengelola PID.
Tulisan ini merekomendasi pentingnya pengembangan kapasitas e-Government Aceh
dari tiga dimensi yaitu pada dimensi system perlu ada Peraturan Gubernur tentang
pengelolaan PID; pada dimensi kelembagaan, perlu menguatkan koordinasi antar
organisasi pengelola PID; dan diseminasi e-goverment kepada pejabat dan staf, serta
merencanakan pejabat fungsional PID.

Kata kunci : Pengembangan kapasitas, e-Government, Pemerintah Aceh.

ABSTRACT

E-Government Development in Aceh aims to improove the quality of the administration of the
Governmment of Acel-based communications and information fechnology in order to provide
information services fo the public in a fransparent and accountuble through the web. In the
management of information and documentation (PID) is sfill experiencing problems in terms
of vagueness managemint division of tasks betwoeen the scope of the Bureau of Public Relations
Dishubkomintel Setdaprov, lack of understanding of PID among officials, employees who
have a limited ability to manage the PID. This paper recommends the importance of capacity
development of e-Government of Aceh in three dimensions, namely the dimension of the system
needs to be Goovernor Regulation on the management of PID; institufional dimension, need
to strengthen coordination between the PID management organization, and dissemination of
e-government officials and staff, and planning officials PID functional.

Keymrords ; Capacity building, e -Government

1 Washeh Diferima 19 September 2003, Repisi 07 Desember 2003
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A. PENDAHULUAN

erdasarkan Grand Design
B Eeformasi Birokrasi 2000-2025,

vizi reformasi birokrasi adalah
“Terwujudnya Pemerintahan Kelas
Dunia”, yakni pemerintahan yang
profesional dan berintegritas tinggi
vang mampu menyelenggarakan
pelayanan prima kepada masyarakat
dan manajemen pemerintahan yang
demokratis agar mampu menghadapi
tantangan pada abad ke-21 melalui tata
pemerintahan vang baik pada tahun
2025,

Untuk mencapai visi tersebut
perha dilakukan penyempurnaan
kebijakan nasional di bidang aparatur,
vang akan mendorong terciptanya
peraturan perundang-undangan
yang tertib, organizasi yang sesuai
kebutuhan, tatalaksana pemerintahan
vang je!as, 5DM aparatur yang
efektf, serta sistemn pengawasan dan
akuntabilitas vang mampu mewujudkan
pemerintahan vang berintegritas tinggi.
Pengimplementasian agenda-agenda
tersebut akan mendorong perubahan
mind set dan culture set pada setiap
birokrat ke arah budaya yang lebih
profesional, produktif, dan akuntabel.
Perubahan tersebut akan berdampak
pada penurunan praktek KKN,
peningkatan kualitas layanan, dan
peningkatan kapasitas dan akuntabilitas
kinerja birokrasi. Secara bertahap,
upaya tersebut diharapkan akan terus
meningkatkan kepercayaan masyarakat
kepada pemerintah, sehingga
mencapai kondisi profil birokrasi yang
diharapkan.

Kondisi tersebut di atas akan dicapai
melalui berbagai upaya, antara lain :

1. Penerapan program guick wins, yaitu
snatu langkah inisiatif yang mudah
dan cepat dicapai yang mengawali
snatu program besar dan sulit;

2 E’en}felenggaraan monitoring
dan evaluasi secara periodik dan
melembaga;

3. Penerapan manajemen perubahan
(change management) agar tidak
terjadi hambatan terhadap
pelaksanaan reformasi birokrasi;

4. Penerapan knowledge management

agar terja::li suatu proses

pembelajaran dan tukar pengalaman
yang efektif bagi K/L dan Pemda
dalam melaksanakan reformasi
birokrasi;

Penegakan hukum agar terwujud

batasan dan hubungan yang

jelas antara hak, tanggung jawab,

kewajiban, dan kewenangan

masing-masing.

Upaya-upaya tersebut akan dapat
berjalan dengan baik, setidaknya
bilamana dibantu dengan teknologi
informasi dan komunikasi (TIK).
Misalnya :

1. Pada penerapan program guick
wins vang menitikberatkan pada
peningkatan pelayanan publik
secara signifikan, TIK dapat
dimanfaatkan untuk memberikan
layanan secara on-line (e-Services).
Melalui lavanan sepert itu,
masyarakat dapat melakukan
transaksi layanan secara efektif dan

i

efisien tanpa ada diskriminasi.

2. Pada penerapan monitoring dan
evaluasi, TIK dapat dimanfaatkan
untuk menyampaikan data,/
informasi kinerja kepada pihak-
pihak terkait secara on-line
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(e-Momev). Melalui cara demikian,
monitoring dan evaluasi dapat
segera dilakukan, dan tindak lanjut
dapat segera diberikan untuk
perbaikan yang lebih baik.

3. Pada penerapan manajemen
perubahan, TIK dapat dimanfaatkan
sebagai sarana komunikasi dan
kolaborasi antar pihak terkait,
melalui e-mail, e-chatting, e-forum,
dll. Melalui cara demikian,
semua pihak yang terlibat
memiliki pemahaman yang benar
tentang perubahan, dan mampu
berpartisipasi secara aktif dalam
perubahan.

4. Pada penerapan manajemen
pengetahuan, TIK dapat
dimanfaatkan untuk menyampaikan
pembelajaran secara on-line
(e-Learning). Melalui cara demikian,
semua pihak yang terlibat dapat
memperoleh pengetahuan penting,
sehingga mampu terlibat secara aktif
dalam reformasi birokrasi.

Pada penegakan hukum, TIK dapat

L

dimanfaatkan untuk menyampaikan
informasi hukum kebijakan secara
on-line (e-policy), dan menyediakan
sarana pengaduan secara on-line
(e-compluint). Melalui cara demikian,
sermua pihak memiliki perasaan
setara secara hukum, yang dapat
menimbulkan semangat penegakan
hukum dan pada akhirnya
meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap hukum dan
aparatur.
Aplikasi-aplikasi TIK tersebut

telah digunakan oleh beberapa

Negara. Pengalaman mereka telah

membuktikan bahwa TIK sangat

berperan penting dalam mempercepat
reformasi birokrasi. Contohnya di
Korea Selatan, TIK telah merubah
cara pemerintah menyelenggarakan
fungsi-fungsinya dan membantu
mengurangi biaya operasional,
sehingga meningkatkan efisiensi
dalam pelayanan publik. TIK juga
merupakan salah satu kunci pendukung
terselengearanya kepemerintahan yang
baik melalui peningkatan transparansi
dan akuntabilitas pemerintah, dan
membantu dalam mengurangi peluang-
peluang untuk melakukan korupsi.
Selain itu, TIK mampu memberdayakan
masyarakat untuk lebih akhf terlibat
dalam formulasi kebijakan dan
membantu terwujudnya transparansi
dalam penggunaan keuangan negara.
Di Indonesia, pemanfaatan TIK
di kalangan birokrasi telah dimulai
sejak tahun 1960-an. Namun baru pada
tahun 2003, Presiden menginstruksikan
kepada Menteri, Kepala Lembaga
Pemerintah Non Departemen, Pimpinan
Kesekretariatan Lembaga Tertinggi
dan Tinggi Negara, Panglima Tentara
Masional Indonesia, Kepala Kepolisian
Megara Republik Indonesia, Jaksa
Apgung Republik Indonesia, Gubernur,
dan Bupati/Walikota untuk mengambil
langkah-langkah vang diperlukan
sesuai ugas, fungsi dan kewenangan
masing-masing puna terlaksananya
pengemhﬂngan e-Government secara
nasional, dan merumuskan rencana
tindak di lingkungan instansi masing-
masing dengan berkoordinasi dengan
benteri Komunikasi dan Informasi.
E-Government adalah
penyelenggaraan kepemerintahan

vang berbasis (menggunakan)
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elektronik (Inpres 3,/2003) yang
memiliki kemampuan untuk mengubah
hubungan dengan warga, bisnis, dan
dengan pemerintah lainnya, untuk
penvediaan informasi dan pelayanan
publik kepada masyarakat.
Pengembangan e-Government perlu
dilakukan secara sistematik, melalui
tahapan vang realistik dan terukur.

Ada 4 (empat) tahapan pengembangan

e-Government, yakni :

1. Tahap Persiapan (Presentation),
meliputi pembuatan situs web yang
menyediakan informasi secara
omline.

2. Tahap Pematangan (Interaction),
meliputi pembuatan situs web yang
menyediakan database informasi
publik, dan menyediakan layvanan
informasi publik secara interaktf,

3. Tahap Pemantapan (Transaction),
meliputi pembuatan situs web yang
menyediakan layanan publik secara
online, yang melibatkan transaksi
finansial maupun non finansial

4. Tahap Pemanfaatan (Infegration),

meliputi pembuatan situs web yvang
menyediakan lavanan publik secara
omline, yang terintegrasi antar satuan
kerja dalam sebuah instansi, maupun
dengan organisasi terkait lainnya.
MNamun, setelah satu dekade
sejak Inpres tersebut dikeluarkan,
Pengembangan ¢-Government di
Indomesia seperti berjalan di tempat.
Pada umumnya, situs web pemerintah
masih berada pada tahap persiapan,
sebagian sudah berada pada tahap
interaksi, dan hanya sebagian kecil yang
berada pada tahap transaksi.
Mengingat bahwa e-Governmment
merupakan “enabler” dalam

mewujudkan reformasi birokrasi,
maka kondisi tersebut sungguh
memprihatinkan. Terkait dengan hal
tersebut di atas, maka dinilai penting
untuk mengembangkan kapasitas
e-Government. Dalam hal ini, mengambil
kasus di Pemerintah Provinsi Aceh.
Tulisan berikut bertujuan untuk
memberikan gambaran mengenai
pengembangan kapasitas e-Government
vang dibutuhkan oleh pemerintah Aceh
untuk mempercepat penyelenggaraan
reformasi birokrasi di Aceh. Gambaran
tersebut disajikan secara deskriptif
terhadap beberapa dimensi dalam
pengembangan kapasitas e-Government.

B. PEMBAHASAN
1. Dimensl Pengembangan Kapasitas

E-Government

Kapasitas adalah sebuah konsep
vang komplek untuk didefinisikan.
Mamun, pada intinya dari konsensus
pengembangan internasional mencatat
bahwa kapasitas adalah kemampuan
individu-individu, institusi-instihasi,
dan masyarakat-masyarakat untuk
memecahkan masalah-masalah,
membuat pilihan-pilihan, dan
mendefinisikan prioritas-prioritas
mereka dan merencanakan masa depan
mereka (Wordbank). Dengan kata lain,
kemampuan tersebut dimaksudkan
untuk menentukan dan mencapai
tujuan-tujuan dalam sesuatu hal secara
berkelajutan (Cozx,2006).

Sedangkan pengembangan kapasitas
didefinisikan sebagai sebuah proses yang
berangsur-angsur, dengan turut campur
inisiatif negara untuk mempertemukan
kebutuhan-kebutuhan melalui investigasi
dan pembangunan pada kapital
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manusia serta perubahan dan penguatan

institusi (Worldbank), proses tersebut

dilakukan melalii individu, organisasi
dan masyarakat agar memperoleh,
memperkuat dan mempertahankan
kemampuan untuk mencapai tujuan
pembangunan mereka sendiri dari waktu

ke waktu (UNDP, 2[.?'[}9)

Berdasar kan definisi tersebut di
atas, maka pengembangan kapasitas
terdiri dari pengembangan individu,
institusi, dan masyarakat yang didekati
secara terpadu dalam tiga dimensi,
yakni :

- Dimensi peraturan dan kebijakan
yang mempengaruhi secara sistemik
perilaku masyarakat (Dimensi
Sistemn);

- Dimensi struktur organisasi,
proses pengambilan keputusan,
prosedur dan mekanisme kerja,
instrumen manajemen, hubungan
dan jaringan antar organisasi, yang
mempengaruhi perilaku organisasi/
institusi (Dimensi Kelembagaan);

- Dimensi ketrampilan, kualifikasi,
pengetahuan, sikap, etika
dan motivasi individu, yang
mempengaruhi perilaku individu
(Dimensi Individu).

Terkait dengan pengembangan
kapasitas e-Government, maka terdapat
beberapa indikator yang perlu ditinjau
dari dimensi sistem, kelembagaan dan
individu.

1. Dimens Sistem, E:r.-}mpa upava
peningkatan kapasitas kebijakan
mengenai e-Government, yang
meliput data, aplikasi dan
infrastruktur jaringan.

2. Dimensi Kelembagaan, berupa
upaya peningkatan kapasitas

organisasi pengelola e-Government,
baik yang mengelola data, aplikasi
maupun infrastruktur jaringan.

3. Dimensi Individu, berupa upaya
peningkatan kapasitas SDM
Aparatur dalam menyelenggarakan
e-Government.

Berdasarkan pedoman umum
penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan teknis teknologi informasi
dan komunikasi dalam menunjang
e-Lzovernment, SDM e-Gooernmernt
terdiri dari 3 (tiga) kelompok,
vakni pimpinan, pengelola dan
pengguna. Untuk berpartisipasi dalam
penvelenggaraan e-Government ketiga
kelompok tersebut harus memiliki
kompetensi tertentu.

Untuk pimpinan dibutuhkan
kompetensi terkait dengan
kepemimpinan dalam peningkatan
layanan publik melalui pemanfaatan
TIK, serta kemampuan dalam mengelola
perubahan yang diakibatkan dari
pemanfaatan TIK tersebut. Untuk
pengelola dibutuhkan kompetensi

yang terkait dengan pengelolaan
e-Government, mulai dari merencanakan,
menyelenggarakan, mengawasi, dan
mengendalikan penggunaan TIK

dalam proses pemerintahan. Dan untuk
pengguna dibutuhkan kompetensi
terkait dengan literasi terhadap TIK,
vang dimulai dari kesadaran akan
pentingnya TIK dalam meningkatkan
kinerja dan layanan, dan bagaimana
memanfaatkan aplikasi yang ada untuk
memenuhi kebutuhannya.

Peran SDM tersebut terkait dengan
layanan publik yang berbasis TIK.
Layanan publik berbasis TIK terdiri dari
7 (fujuh) lapis layanan, yaitu :

JURMAL TRANSFORMASI ADMIMETRAS] @ VOLUME O3 & NOMOR 02 @ TAHUN 2013



® ELI JUMAEL|

La Wil N el -' e L L e
I Kompuer () Laptop, Tatlet, HP. Teepon, Sura, Deskog
edia Penyampalan
Lol ) Wiishs, WA, oMz, SME, Telapan, Ens, Sura, Deskizg Palayen
Lapizan ¥ Intomat TWT -""""“"""I
Apiikasi Admilstrasl Administrabor
Lagiksan IV Eksternal Apllas| AdmigetraslInternal o, Anlis & Pengelola
(E-Serioes) Frogrammer
Daa,

Lapisan i Data Cender Managemaont Sradistisl, Jumalis

Infirastruktur : Adminisirabor
Lapisan Il Hardware, Software, Matwark Sistem, Teknis]

Suprastruldus : CIOPPIDY
Ll | SO0M, Arggaran, Sarana & Prazarana, ParsturenKahiskan Kalntt Layaran | FIMpinan

Gambar 1. Lapisan Layanan E-Government dan SDM yang Terlibat.

Lapisan 1 - Suprastruktur, meliputi
peraturan/ kebijakan, sarana/
prasarana, anggaran, sumber daya
manusia yang mengarahkan dan
mendukung layvanan. Suprastruktur
ini dikelola oleh pimpinan.

Lapisan 1l - Infrastruktur, meliput

- perangkat-perangkat dasar yvang

terdiri dari perangkat keras (server),
perangkat lunak (sistem operasi),
dan perangkat jaringan {Local Area
network). Disebut juga dengan
Network Operational Center/ NOC, dan
dikelola oleh administrator sistem,
Lapisan 11l - Pusat Data, dimana data
dikumpulkan oleh para jurnalis,
statistisi, arsiparis, dll. Disimpan oleh
arsiparis. Diolah secara elektronik
oleh Administrator Database (Data
Base Administrator/ DBA).

. Lapisan IV - Aplikasi, dimana

beberapa aplikasi dirancang

oleh analis, dan diprogram

oleh programmer, untuk dapat
memberikan layanan, baik secara
on-line maupun offline. Operasional
aplikasi dipantau dan dievaluasi

oleh administrator aplikasi.

Lapizan V - Jaringan Komunikasi,
dimana sebuah jaringan komputer
baik publik (Internet) maupun privat
(Intranet) menyediakan layanan bagi
situs web agar dapat diakses oleh
pengguna. Jaringan ini harus selalu
dioperasikan, dipantau, dievaluasi,
dan dipelihara oleh administrator
jaringan, agar dapat memenuhi
kebutuhan pengguna.

Lapisan VI - Media Penyampaian
atau inferface (antarmuka), dimana
sebuah situs web menyediakan
layanan secara online, baik melalui
World Wide Web (WWW) maupun
Wireless Application Protocol (WAP).
Disamping itu, juga disediakan
layanan secara off line melalui

5MS, Telepon, Fax, Surat (termasuk
surat elektronik/e-mail) dan meja
layanan (desktop). Layanan offline
ini dilakukan oleh operator layanan
(pelayan) dengan didukung dengan
perangkat sistem aplikasi.

Lapisan VII - Media Akses, dimana

- para pengguna yang terdiri dari
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masyarakat (eksfernal user) dan
pegawai (internal user) mengakses
layanan melalui berbagai media,
misalnya melalui komputer (personal
computer), laptop/motebook, komputer
taklet, handphone, telepon, surat, atau
secara langsung di meja layanan

(desktop).

2. HKondisl Pengelolaan E-Government
di Aceh

Secara nasional, pengembangan
E-government merupakan bentuk
dukungan terhadap pelaksanaan UL
Mo. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik dan UL No25 tahun
2009 tentang Pelayanan Publik. Atas
dasar regulasi tersebut, beberapa
instansi pemerintah di pusat dan daerah
mulai mengembangkan e-Government,
termasuk di Provinsi Aceh.

Komitmen Pemerintah Aceh dalam
mengembangkan E-Governmenf, diatur
dalam Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2006
tentang Pemberdavaan Masyarakat
dibidang Teknologi Informasi dan
Sistem Informasi. Dan Peraturan
Gubernur Aceh Nomor 68 tahun 2010
tentang Sistem Pelayanan Informasi dan
Perizinan Investasi secara Elektronik.
Sebuah situs web, sebagai tahap awal
pengembangan E-Government telah
dikembangkan dengan alamat http://
www.acehprov go.id.

Apgenda penerapan dan
pengembangan e-Government Aceh
dimuat dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Pemerintah Aceh
(RPIMA) 2012-2017. Penerapan e-gov
tersebut khususnya sebagai upaya
mereformasi sistemn informasi birokrasi
dalam tata kelola penyelenggaraan

pemerintahan Aceh. Dalam

RPIMA tersebut disebutkan bahwa

pengembangan e-Government Aceh

ditekankan untuk meningkatkan
kualitas penvelenggaraan administrasi

Pemerintahan Aceh yang berbasis

teknologi komunikasi dan informasi

dalam rangka memberikan pelayanan
informasi kepada publik secara
transparan dan akuntabel.

Penerapan e-Government Aceh
merupakan bentuk implementasi

dari pelaksanaan UU 11 Tahun 2006

Pemerintahan Aceh (UUFPA). Dalam

UU PA disebutkan pentingnya

penvampaian informasi Pemerintahan

Aceh kepada masyarakat (pasal 42),

laporan penyvelenggaraan Pemerintah

Aceh kepada masyarakat (pasal 46),

kegiatan keterbukaan informasi publik

kepada masyarakat (pasal 39), dan

informasi tata ruang (pasal 143).

Berdasarkan UU Keterbukaan

Informasi Publik, UL Pemerintahan

Aceh dan RPJM Aceh, maka konten

E-Gowernment idealnya memuat

informasi-informasi berikut:

a. Informasi profil Pemerintah Aceh
(UUKIP, RFJMA)

b. Informasi mengenai kegiatan dan
kinerja Pemerintah Aceh (UUKIP,
UUPA)

c. Informasi mengenai laporan
kenangan (UUKIP, UUFA)

d. Informasi yang dapat mengancam
hajat hidup orang banyak dan
ketertiban umum (UUKIP)

e, Daftar seluruh Informasi
Publik yang berada di bawah
penguasaannya, Hdak termasuk

informasi yang dikecualikan
(UUKIP)
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f.  Hasil keputusan Pemerintah Aceh
(Qanun & Keputusan/ Peraturan
Gubernur) dan pertimbangannya
(UUKIP)

g Seluruh kebijakan yang ada berikut
dokumen pendukungnya (UUKIP)

h. Rencana kerja proyek termasuk di
dalamnya perkiraan pengeluaran
tahunan Pemerintah Aceh (UUKIP)

i. Perjanjian Pemerintah Aceh dengan
pihak ketiga (UUKIP)

j.  Informasi dan kebijakan yang
disampaikan oleh Gubernur/Wakil
Gubernur dalam pertemuan yang
terbuka untuk vmum (UUKIP)

k. Prosedur kerja pegawai Pemerintah
Aceh yang berkaitan dengan
pelayanan masyarakat (UUKIP)

. Laporan mengenai pelayanan akses
Informasi Publik (UUKIF)

m. Informasi Tata Ruang (UUPA)

n. Informasi Pembangunan
Infrastruktur / Permubkiman,
Geologi dan Sumber Daya Mineral,
Kesehatan, Penanggulangan
Bencana, Investasi, Sumber Daya
Air, Lingkungan Hidup, Pertanahan,
dan Pertambangan, dll. (RPJMA)

MNamun, konten-konten tersebut
belum seluruhnya tersedia pada situs
web resmi Pemerintah Aceh. Yaitu
informasi laporan keuangan, daftar
seluruh informasi publik vang ada,
rencana kerja kegiatan, perjanjian kerja
sama dengan pihak 1lI, prosedur kerja
layanan, dan laporan mengenai layanan
informasi. Sehingga menyulitkan bagi
pengunjung untuk mencari informasi
vang dibutuhkannya

Kemudian dari aspek pengelolaan
e-government juga belum dikelola
dengan baik. Selain situs web Provinsi

Aceh tersebut, terdapat sekitar 50 (lima
puluh) situs di lingkungan Femerintah
Aceh sebagai sub domain dari Situs Web
Aceh. Diantaranya (sekitar 15 situs atau
sekitar 30%) belum bisa dibuka karena
masih dalam tahap pengembangan.
MNamun demikian beberata situs yang
dapat dibuka, ternyata konten yang
tersedia masih terbatas pada informasi
profil organisasi dan berita, yang
sebagian besar kurang diperbarui
dengan baik.

Beberapa aplikasi juga telah
diterapkan, misalnya Kantor Maya
{Kantaya), Sistemn Informasi Eksekutif
Daerah (SIEDA), Aceh Geospatial Data
Center (AGDC), Sistem Informasi
Kesehatan Daerah (SIKDA), Layvanan
Pengadaan Sistern Elektronik (LPSE),
Sistemn Manajemen Surat, Sistem
Informasi Akuntansi Dinas Daerah
(SIADINDA), Bank Data Perhubungan
Aceh, Sistern Informasi Monitoring
dan Evaluasi (SIMONEV), Sistern
Informasi Manajemen Operasional
Pelabuhan Laut (SIMOPPEL), Sistem
Informasi Geografis Prasarana (S16G
Prasarana) dan lain-lain. Aplikasi-
aplikasi tersebut masih terbatas untuk
meningkatkan layanan pada level
internal atau manajerial (backoffice).
Dengan perkataan lain, aplikasi vang
ada belum menyediakan layanan yang
dapat diakses secara langsung oleh
masyarakat (fronf office). Aplikasi yang
ada, juga masih beroperasi hanya di
lingkup SKPA vang bersangkutan,
belum berintegrasi dengan aplikasi lain
vang ada pada SKFPA lainnya.

Sedangkan dari sisi infrastruktur
jaringan, di Propinsi Aceh telah tersedia
1 (satu) Very Small Aperture Terminal
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(VSAT), 6 (enam) Tower Backbone, 3
(Hga) hotspot, dan 42 (empatpuluh
dua) radio link. Kondisi infrastruktor
jaringan ini sebenarmya sudah cukup
untuk mendukung penvelenggaraan
e-Covernment di Aceh. Namun, tidak
demikian dengan kondisi konten
dan aplikasi vang ada. Yang ternyata
masih jauh dari harapan, sehingga
perlu ada pengembangan kapasitas
untuk pengembangan e-Government di
lingkungan Pemerintahan Aceh.

3. Pengembangan Kapasitas
E-Government DI Aceh

a. Dimensi Sistem

Pengembangan kapasitas
e-Government Aceh dapat dilakukan
melalui memperbaharui konten-konten
dan updating data-data pada web resmi
provinsi Aceh. Dibutuhkan sharing
dan updating data dari SKFPA -5KPA
terkait untuk diintergrasikan dalam web
resmi Aceh. Untuk menunjang strategi
tersebut, diperlukan kebijakan SOF dan
petugas penghimpun dan updating
data. Perlu ditetapkan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPIEY)
Utama, dan pada setiap SKPA penting
ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (FPID), vang akan
menjamin ketersediaan infromasi di
internal SKPA untuk diintregrasikan
kedalam web resmi propinsi Aceh.
Mekanisme koordinasi kerjasama antara
FPPID Utama dan PPID SKPA perlu
diatur secara formal.

Mengingat peraturan tersebut
belum tersedia di Pemerintah Aceh,
maka untuk pengembangan kapasitas
e-Crovernment dard sisi dimensi sistem,
dibutuhkan Peraturan Gubernur Aceh

mengenai Pengelolaan Informasi
dan Dokumentasi di Lingkungan
Pemerintah Aceh.

b. Dimensi Kelembagaan
Berdasarkan Keputusan Gubermnur
Aceh Nomor 480,590,/ 2010
tanggal 27 September 2010, telah
dibentuk Tim Koordinasi Pengelola
Informasi dan
Dokumentasi di lingkungan Pemerintah
Aceh, yang telah direvisi dengan nomor
480/ 335/2012 tentang Penetapan
Struktur PPID Aceh. Dalam peraturan
tersebut, Kepala Dinas Perhubungan,
Komunikasi, Informasi dan Telematika
{Dishubkomintel) Aceh ditunjuk sebagai
PPID Utama Aceh. Untuk kelancaran
penvelenggaraan Pengelolaan Informasi
dan Dokumentasi, di Dishubkomintel
telah dibentuk tim penyaji informasi
dan dokumentasi pada desk layanan
Informasi atau “Balee Hukom". Akan
tetapi pada sisi lain, berdasarkan
Qanun Aceh Momor 4 Tahun 2007
tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja (SOTK) Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Aceh
Provinsi Nangroe Aceh Darussalam,
sebagaimana telah diubah berdasarkan
Canun Aceh Nomor 14 Tahun
2M2, terdapat unit organisasi vang
memiliki tugas dan tanggung jawab
terhadap pengelolaan informasi dan
dokumentasi, yakni Bagian Pengelolaan
Informasi dan Dokumentasi - Biro

Hubungan Masyarakat (Humas).
Sedangkan berdasarkan Qanun
Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang
SOTK Dinas, Lembaga Teknis
Daerah, dan Lembaga Daerah
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,
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sebagaimana telah diubah berdasarkan
Qanun Aceh Nomor 15 Tahun
2012, f:r-_'nzlapat unit organisasi yang
memiliki tugas dan tanggung jawab
terhadap pengelolaan informasi dan
dokumentasi, yakni Bidang Manajemen
Data Base, Pelayanan Media dan
Informasi - Dishubkomintel. Selain
itu pada Peraturan Gubernur Aceh
Nomaor 18 Tahun 2004 tentang SOTK
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
pada Dishubkomintel Provinsi Aceh,
terdapat UPTD Seuramo Informasi Aceh
yang melaksanakan sebagian kegiatan
teknis operasional dan/atau kegiatan
teknis penunjang di bidang pengelolaan
informasi melalui media konvensional,
elektronik, cetak dan grafika.

Mengingat banvaknya unit kerja
vang memiliki tugas dan fungsi terkait
dengan pengelolaan informasi dan
dokumentasi di Pemerintah Aceh, maka
pengembangan kapasitas e-Government
dari sisi dimensi kelembagaan, dapat
ditujukan untuk menguatkan koordinasi
dan kolaborasi diantara unit-unit
tersebut. Upaya vang dapat dilakukan
melalui pembentukan peraturan
vang mengatur kejelasan tugas dan
fungsi diantara unit-unit tersebut, dan
bagaimana mereka dapat bekerja secara
bersinergi. Peraturan tersebut dapat
dituangkan melalui Peraturan Gubemur
Aceh tentang Pengelolaan Informasi
dan Dokumentasi di Lingkungan
Pemerintah Aceh. Dimana, dalam
Peraturan Gubernur tersebut sekaligus
memuat tentang kelembagaan dan
pedoman dalam pengelolaan informasi
dan dokumentasi di Lingkungan
Pemerintah Aceh.

Peraturan Gubernur tersebut harus

disosialisasikan ke seluruh pegawai,
agar masing-masing dapat memahami
dan mampu berpartisipasi dalam
pengelolaan informasi dan dokumentasi
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Serta didukung oleh perangkat vang
memungkinkan berbagai pihak dapat
bertukar informasi dan dokumentasi
secara relatif lebih mudah, cepat dan
murah. Dalam hal ini dapat diterapkan
aplikasi e-Office atau perkantoran
elektromik yang berbasis Intranet.

¢. Dimensi Individu/Sumber Daya

Manusia
Terkait dengan Rencana

Pengembangan e-Government di Aceh,

vang menitik-beratkan pada layanan

informasi, maka yang dimaksud dengan
pimpinan adalah PPID, dan pengelola
adalah Pejabat Fungsional Pengelola

Informasi dan Dokumentasi (FEPID),

dan pengguna adalah pengguna

informasi yang terdiri dari masyarakat

{eksternal) dan aparatur {internal).

S5DM yang menduduki PPID, perlu
memiliki beberapa kompetensi agar
dapat memimpin penyelenggaraan
layanan data/ informasi berkualitas
vang dibutuhkan masyarakat melalui
pemanfaatan TIK. Kompetensi tersebut
meliput :

a. Kemampuan memahami kebijakan,
khususnya UUPA dan UUKIFP;

b. Kemampuan memahami
pengelolaan informasi dan
dokumentasi, termasuk yang
berbasis TIK;

c. Kemampuan berkomunikasi secara
tulisan, dan lisan;

d. Kemampuan memberikan
pernyataan pers;
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e. Kemampuan mengelola SDM
Pengelola Informasi dan
Dokumentasi;

f. Kemampuan mengelola anggaran;

g Kemampuan mengelola sarana dan
prasarana;

h. Kemampuan memahami dan
menyelesaikan sengketa.
Sedangkan untuk FFPID dibutuhkan

kompetensi agar dapat mengelola data/

informasi berbasis TIK, sesuai perannya
dalam pelayanan informasi. Kompetensi
tersebut meliputi:

a. Kemampuan mEla_',rarLi para
pengguna layanan baik secara
langsung melalui meja layanan,
maupun tdak langsung melalui
SMS, Telepon, Fax, Surat (termasuk
surat elektronik/e-mail);

b. Kemampuan menyediakan jaringan
komunikasi (Internet/ Intranet),
untuk mendukung layanan secara
online selama 24 jam sehari, 7 hari
serninggu;

c.  Kemampuan menulis, khususnya
bagi para jurnalis (pranata humas);

d. Kemampuan mengolah data statistik
(statistisi);

e, Kemampuan mengelola dan
memeliharara arsip data/informasi
vang dimiliki oleh organisasi
(arsiparis);

f.  Kemampuan merancang aplikasi
komputer (analis sistem /pranata
komputer);

g Kemampuan menyusun koding,/
script bahasa pemograman
komputer (programmer/ pranata
komputer);

h. Kemampuan mengoperasikan
program aplikasi komputer
(operator/ pranata komputer);

i. Kemampuan mengelola dan
memelihara database elektronik
{administrator database/pranata
komputer);

j-  Kemampuan mengelola dan
memelihara jaringan komputer
{administrator jaringan,/ pranata
komputer);

k. Kemampuan mengelola dan
memelihara perangkat-perangkat
komputer (administrator sistem,/
pranata komputer);

. Kemampuan mengatasi
permasalahan pada operasional
perangkat-perangkat komputer
(teknisi/pranata komputer).

Mamun sayangnya, masih sedikit
pegawai pemerintah Aceh yang
memiliki kemampuan-kemampuan
tersebut. Masih banyak PPID vang
belum memahami ruang lingkup
kegiatan PPID. Selain ita, jumlah
pegawai yang menjabat sebagai PFPID
juga masih rendah. Misalnya untuk
Pejabat Fungsional Pranata Komputer
yang hanya berjumlah 6 orang, atau
jika dibandingkan dengan jumlah
PNS Aceh vang berjurnlah 9,122,
maka prosentasenya hanya sekitar
D06%. Jumlah yang sangat kecil,
untuk mendukung penyelenggaraan
e-Government di Aceh.

Berdasarkan keterangan tersebut,
maka upaya pengembangan kapasitas
dapat dilakukan melalui :

a. Menyelenggarakan bimbingan teknis
(bimtek) bagi PPID/Calon PPID;

2 Jumiah Pegowat Negerd Sipil Memuorut
Dinas, Golengan Bueny dan Jenis Kelamin di
Linghunygan Pewerintah Provine Aceh, 2071,
data online, diperolel melala Wtfpfaceb bps,
o tddinder php P r=ariikelmew&id=135, diakses
tamgrgal 25 Jauli 2013
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b. Menyelenggarakan pendidikan dan
pelatihan (diklat) teknis fungsional
bagi PFPID, sesuai dengan
jabatannya, misalnya :
¢ Diklat Kehumasan dan

Jurnalisme bagi Pranata Humas;

» Diklat Statistik bagi Statistisi;

» Diklat Kearsipan bagi Arsiparis;

e Diklat Pemograman Komputer
bagi Programmer (Pranata
Komputer);

¢ Diklat Pengoperasian Komputer
bagi Operator (Pranata
Komputer);

» Diklat Sistem Manajernen
Database bagi Administrator
Database (Pranata Komputer);

» Diklat Sistem Manajemen
Jaringan (Network) bagi
Administrator Jaringan (Pranata
Komputer);

* Diklat Teknisi Komputer bagi
Teknisi (Pranata Komputer);

c. Mempromosikan pegawai untuk
menduduki jabatan FPID;

d. Menyediakan aplikasi e-learning
mengenai pengelolaan informasi
dan dokumentasi, untuk
memfasilitasi semua pegawai agar
dapat belajar mengenai pengelolaan
informasi dan dokumentasi secara

lebih mudah dan murah.

C. KESIMPULAN

Upaya pengembangan kapasitas
e-Government di Aceh, masih mengalami
beberapa tantangan yang perlu segera
dan langkah konkrit yang harus
ditindaklanjuti oleh Pemerintahan Aceh.
Strategi pertama yang perlu dilakukan
adalah menetapkan peraturan
pembagian tugas dan tanggung jawab

organisasi yang mengelola. Kemudian
dibutuhkan mekanisme koordinasi
antar SKPA dalam upaya updating data,
sharing dan integrasi data. Langkah
selanjutnya penting meningkatkan
kapasitas SDM pengelola baik dari sisi
jumlah dan kualitas.

Meningat lemahnya pemahaman
terhadap Sistern Pengelolaan Informasi
dan Dokumentasi, maka dibutuhkan
diserninasi secara kontiyu, bimbingan
teknis, dan pelatihan-pelatihan
jurmalisme, kearsipan, dan diklat
pemograman Sistemn Manajermen
Database, Sistern Manajemen Jaringan
(MNetwork), dan Teknisi Komputer bagi
Pranata Komputer. Mempromosikan
pegawai untuk menduduki jabatan
FPID. Menyediakan aplikasi e-learning
mengenai pengelolaan informasi dan
dokumentasi, untuk memfasilitasi
semua pegawai agar dapat belajar
mengenai pengelolaan informasi dan
dokumentasi secara lebih mudah dan
murah.
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ABSTRAK

Tulisan ini berangkat dari peneliian kualitatif tentang konstruksi demokrasi lokal
di Aceh Besar, Aceh. Melalui peneliian ini digambarkan bagaimana pengalaman
pemerintahan otonomi khusus di sebuah kabupaten di Aceh setelah perdamaian
Helsinki, vang sebelumnya mengalami kerusakan sosial-ekomomi-kultoral akibat
komflik dan tsunami. Tulisan ini melihat peran aktor-aktor sosial dan politik melakukan
ginergi antara praktik demokrasi representatif dan demokrasi partisipatoris secara
seimbang dan berkualitas. Fokus penilaian masalah ada pada tingkat elite dan tingkat
masyarakat. Pada level elite terlihat kurangnya keterampilan dalam memimpin
sehingga roda pemerintahan tidak berjalan, sedangkan pada tingkat masyarakat terlihat
belum adanya kemampuan berpartisipasi dan memanfaatkan ruang publik termasuk
merespons kebfjakan publik. Refleksi buruknya pengelolaan tatapemerintahan (bad
governance) tecermin dari konflik vang terus terjadi menjelang Pilkada 2012, Pengalaman
konflik di masa pilkada seperti menghidupkan kembali trauma konflik kekerasan dan
pengekangan kebebasan sipil, sehingga yvang muncul adalah apatisme dan fatalisme
politik dari rakyat. Hal ini tentu kontradikbif dengan semangat demokrasi lokal model
baru yang diharapkan berbeda dengan praktik demokrasi “pemerintah Jakarta”.

Kata kunci: Demokrasi Representatif, Demokrasi Partisipatoris, Polemik Pilkada,
Kewarganegaraan, dan Transformasi Politik.

ABSTRACT

This paper derives from gualitative research on the construction of local democracy in
Aceh Besar, Aceh. The research describes the experience of special autonomy governance in
e the districts in Aceh after the Helsinki peace accord prior to social-economy-cultural
damage due to conflict and tsunami. 1f captures the role of social and political actors in terms
of synergizing a balance and good represenfative and parficipatory democracy. The focus issue
iz on the elife and society level. In elite level, there is a lack of leadership skill that hinders
the performance of local administrative, while on the society level there is yet an ability to
participate and utilize the public sphere including responding toward public policies. The
bad governance is reflected through the ongoing conflict survounding 2012 local election.
This experience of conflict during local election seems fo relive the frauma of violent conflict

3 Naskah diterimn tanggal 27 September 2013, Revisi Perfama 16 November 2013
¢ Dosen Antropologi FISIP Universitas Malikussaleh.
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and civil rights repression, resulted in politicel apathy and fatalism among the people. This is
surely contradicts the spivit of new model on local democracy that is expected differently with
the way it has been practiced in the central government.

Key words: Representative Democracy, Participatory Democracy, Local Election

Polemic, Citizenship, And Political Transformation

A. PENDAHULUAN

Tulisan ini berangkat dari penelitian
vany saya laksanakan beberapa waktu
lalu bekerja sama dengan Universitas
Gadjah Mada (UGM) dan Institute

for Democracy and Electoral Assissfance

(IDEA) International. Penelitian itu
mencoba menilai tentang demokrasi
lokal di Indomesia (State of Local
Democracy in Indonesia) pada aras
kabupaten/ kota. Ada enam kabupaten/
kota vang dipilih seluruh Indonesia,
salah satunya Aceh Besar, Aceh”
Metode penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah kualitatif
dengan teknik pengumpulan data
dan perspektif melalui observasi,
wawancara mendalam (depht
interview) terutama dengan aparatur
pemerintahan di Kabupaten Aceh
Besar, diskusi kelompok terfokus
(focus group discussion/FGD), studi
dokumen, literatur dan media
massa. FGD dilakukan dengan
dua sesi, vaitu melalui pemilahan
informan (clustering), yaitu berasal
dari kelompok pemerintahan (partai
politik, anggota DPRK Aceh Besar,
representasi beberapa dinas, dan
guru) dan kelompok masyarakat sipil
{LSM, organisasi kemahasiswaan dan
kepemudaan, seniman, perwakilan
perempuan dan akademisi yang berasal

5 Pada penelition inif dibarbe oleh asisfen penelits,
Rizki Afftat dur seorany perbaca draf penelibon
duri UGN, Made Sulonafati. Adapun dalom
penulizan i sepenuhnya famggruny jewab s,

dari Aceh Besar).

Penelitian lapangan ini dilakukan
sejak Desember 2011 hingga Maret
2012. Sepanjang proses penelitian
lapangan sempat dilakukan pengujian
kelayakan data dan analisis melalui
pertemuan pemaparan draf awal
temuan (preliminary report meeting) di
Banda Aceh pada 18 Maret 2012 dan
terakhir dilakukan pertermuan pengujian
(validation meeting) di Yogyakarta pada
25-26 September 2012 yang melibatkan
partisipan dari Aceh dan juga nasional.

Penelitian ini juga melibatkan
Kementerian Dalam Negeri sebagai
lembaga pemerintah vang menentukan
daerah mana yang perlu dijadikan
sampel penelitian agar tidak terjadi
duplikasi dengan daerah-daerah
yang telah diteliti oleh kementerian
sebelumnya. Penelitian ini disamping
untuk kepentingan akademis juga dapat
digunakan oleh pemerintah untuk
mengukur indikator terkait praktik
otomomi daerah dan demokrasi lokal
di Indonesia pascareformasi. Pada
proyek awal penelitian, penelitian ini
di samping berfokus di Aceh Besar
{Aceh), juga di lima kabupaten/kota
lainnya di Indonesia, yaitu Surakarta
(Jawa Tengah), Jombang (Jawa Timur),
Parigi Moutong (Sulawesi Tengah),
Kupang (NTT), dan Manokwari
{Papua Barat). Hasil utama yang
ingin dilihat dari penelitian ini adalah
terpetakannya indeks demokrasi
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partisipatoris di masing-masing

daerah, dengan mengukuran secara
kuanttatf dimasukkkan ke dalam
tinggi (hugh participation), sedang
{medium participation), dan rendah (low
participation) sehingga pemerintah dapat
menentukan langkah strategis apa vang
dapat digunakan untuk memperbaiki
atau mempertahankan kualitas
demokrasi di daerah tersebut.

Garis besar yang ingin dilihat dari
peta demokrasi ini adalah bagaimana
demokrasi lokal mampu membangun
sinergi antara dua turbulensi, yaitu
demokrasi perwakilan atau representatif
(representative democracy) dan demokrasi
partisipatoris (participatory democracy).

Model demokrasi representatif kini
telah dianggap klasik karena melulu
melihat demokrasi pada pelembagaan
elektoral seperti pemilu dan pilkada.
Pelbagai kritik atas demokrasi
representatif telah membentuk
pemahaman bahwa model demokrasi
sepert ini masih sangat minimal untuk
dapat dikatakan membawa beban
dan kualitas demokrasi substansial

& Istilah demokrast substanstal rebenarmyg
muloi populer sejak demeokrasi prosedy ral
{(dernedkrast ikeral, demokrasi sosialis, demokrasi
represerttafif] dipertonyakaon keefeltiforroga dalamn
memberikon “makna”. Sepert diketabnn kafoea
tujum demolrasi edaleh belarn wnbuk sengabdi
pada demokresi the sevdivt, tapd bageimmo
demeokerast dupat menfadi akst kevejalferann
(home o deliver democracy fo welfare achion).
Perdebatan tentong proseduralisme i,
menurut beberapn paker demokresi dianggap
hortya menglusilian perdebetan semu yang
menimghathon tensi senfimen nodel dermotrast.
Padalu, demoloas adalah alet memegu perbatiom
Jeualites btk yamg stfadnya relasional (antera
muasyarakaf sipml den neyerg, sipil don militer,
ey dort industri) ston pun ekeistensiol

vaitu kepada makna sebenarmya dan
bukan hanya tersekat pada defenisi
model demokrasi prosedural. Sehingga
muncul pemahaman bahwa demokrasi
representatif belum tentu melahirkan
aktor-aktor demokrasi yang berkualitas.
Adapun demokrasi partisipatoris
adalah model demokrasi yang
mentransformasikan rakyat sebagai
warga (citizen) yang mengawal
kepentingan representasi politik
pascamomen elektoral (pilkada, pemilu
legislatif, pemilu presiden, pemilifun
keuchik) agar meningkatkan kualitas
pengadian kepada masyarakat (atau

7

warga). Bentuk ini dianggap proses
demokratisasi paling ideal saat ini.
Salah satu yang menjadi sorotan dalam
demokrasi partisipatoris adalah pada
definisi dan posisi warga (citizen)

dan hubungannya dengan dimensi
kepublikan (publicness) yang dimilikinya
untuk aktif melakukan “pelembagaan
demokrasi™di ruang yang lebih luas

(kebahagioan, keadilen, kesejahferaon). Lintuk
pernfelasan tentany demokras subsfansial
dapat lifat Doney Gabral Addian, Demiolorast
Subwtansiol ; Risalah Kebanglruton Liberalisme,
Jakarta : Koekoesan, 2070,

7 Bevara Husus saya periah membahos fentang
“keringmye” demidorast representotif kavena
sragral merbmog peran-permn kesgjahferaam
{rwelfare tssues) — gugresan yany fugn selal
satunye dikesrbmgloor olel pakoer politth dart
Cralor Undversity, Mle Tormguist. Ulesan kolon
it saya tulis devygrom fusdsd “Taval Devokoasi
Kesefaliterann”, Kovan Jakarta, 5 Maret 2070,
Dralern kemteks lokal saya fugs permal mengioitik
pemerintatum Trwarndi-Nazar, yery terpilih secara
demnkerafis pasoe-perdamoien Helsink dar dilipa
leeas ety dalam darn uar negert, namun nyetms
Juagn mdsiin peren-peran kesejeftenem (Teula
Fewal Fasyn, “Penerintehon Aceh Mintmalis? 7,
Sevarmbi Tndomesta, 19 M 20000
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dari sekedar efhnos atau sektor privat
(Cornelis Lay, 20012 : xx).

Hal-hal yang berhubungan
dengan demokrasi partisipatoris ini
memiliki tautan yang khas dengan
aspek jejaring politik (political lingkage)
dan aktivisme (activism), yang
membedakan dengan sikap apatisme,
egoisme dan “kemenyerahan” publik
(public defeatism), serta kesukarelaan
(voluntarism) sebagai lawan dari politik
kontraktual. Secara praktis hal-hal itulah
vang dilihat terkait dengan pembacaan
peta demokrasi dalam tulisan yang
berbasis penelitian kasus di Aceh Besar

mi.

B. PEMBAHASAN
1. Proyeksl Kasus

Aceh Besar sendiri dipilih
sebagai objek penelitian karena
keunikan historis dan sosiologisnya.
la merupakan salah satu kabupaten
tertua di Aceh, terbentuk sejalan dengan
pembentukan provinsi (dulu dikenal
dengan istilah Daerah Istimewa Aceh).
Aceh Besar dibentuk pada tahun
1956 berdasarkan UU No. 7/1956.
Aceh Besar berbatasan dengan Selat
Malaka, Kota Sabang dan Kota Banda
Aceh di sebelah utara, sebelah selatan
berbatasan dengan Kabupaten Aceh
Java, sebelah Timur dengan Kabupaten
Pidie dan sebelah Barat berbatasan
dengan Samudera Indonesia. Hampir
seluruh kecamatan di Aceh Besar dapat
dijangkau dengan jalan darat kecuali
Fulo Aceh yang harus menggunakan
kendaraan laut (ferry). Akses
antarkabupaten/kota yang berbatasan
dengan Aceh Besar keselurnhannya
dapat dijangkau dengan jalan darat

{Aceh Besar dalom Angha, 2011: 3).

Areh Besar juga dikenal sebagai
tempat kelahiran seorang pahlawan
nasiomal, Teuku Nyak Arief yang
merupakan keturunan dari Sultan
Muzaffar Syah. la pernah menjabat
sebagai Residen Aceh pada 3 Oktober
1945 hingga 1 Desember 1945 yaitu
jabatan pemerintahan tertinggi untuk
wilayah Aceh saat itu. Ia juga komandan
saat penyelesaian pemberontakan
revolusi sosial di masa awal
kemerdekaan. la meninggal pada 4 Mei
1946 (Mardanas Safwan, 1992 : 9-24),

Saat ini Kabupaten Aceh Besar
memiliki 23 kecamatan di mana
Kecamatan Seulimuem sebagai
kecamatan terluas (487,26 km?) dan
Kecamatan Barona Jaya yang terkecil
luasnya (9,06 km?), Sejak 9 Agustus
1983, Aceh Besar memiliki ibukota
sendiri yaitu Jantho. Sebelum di Jantho,
ibukota Aceh Besar masih Banda Aceh
atau menjadi ibukota bersama dengan
Kotamadva Banda Aceh. Pembentukan
Ibukota Jantho menimbulkan masalah
tersendiri, Masalah paling besar karena
Janthe adalah kota vang didesain
dari atas (top-down process) sehingga
dalam perjalanannya kota ini gagal
berkembang, Jantho bukan kota transit
dan perdagangan, hanya khusus
disiapkan sebagai kota pemerintahan.
Masalah lain terhadap keberadaan
Jantho adalah pada aspek rentang
kendali pemerintahan dan jarak tempuh
dengan kecamatan-kecamatan yang ada
di Aceh Besar. Posisi Jantho dianggap
tidak strategis bagi kecamatan-
kecamatan vang berada di pesisir barat.
Sebagai perbandingan, masyarakat
dari kecamatan terjauh Lhoong harus
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menempuh perjalanan sepanjang
106 km untuk bisa mencapai ibukota
kabupaten (Aceh Besar dalam Angha).

Meskipun salah satu dampak
reformasi 1998 adalah hadirnya daerah-
daerah otonomi baru sebagai bagian
dari politik pemekaran, Aceh Besar
masih menjadi kabupaten bebas dari
politik pemekaran. Sebelum reformasi,
Aceh memiliki 11 kabupaten/kota.
Namun setelah sepuluh tahun undang-
undang otonomi daerah diberlakukan
Aceh memiliki 23 kabupaten/kota.
Meskipun Aceh Besar belum lagi
terbelah, rencana pembentukan
beberapa kabupaten baru seperti
Aceh Raya dan Aceh Rayeuk terus
berdengung, dengan alasan akses
terhadap sumberdaya alam, politik
diskriminasi dalam penerimaan
pegawai dan penempatan pejabat, serta
percepatan pembangunan “wilayah
yang terabaikan” (hasil focus group
discussion/ FGD tentang pemetaan
demokrasi Aceh Besar, 25 Desember
2011).

Ada pandangan bahwa Aceh Besar
memiliki tiga bagian besar yang dibagi
berdasarkan semtimen historis dan
wilayah: Aceh Besar, Aceh Raya dan
Aceh Rayeuk. Masyarakat di wilavah
Lhoong <jauh dari Jantho, ibukota
kabupaten- yang berada di pesisir
Samudera Hindia dan berbatasan
dengan Banda Aceh disebut sebagai
Aceh Raya. Untuk masyarakat vang
berada di tepi timur yang berbatasan
Banda Aceh-Aceh Besar cenderung
berada dalam wilayah yang sama
dengan ibukota kabupaten lazim
disebut sebagai orang Aceh Rayeuk.
Adapun untuk wilayah yang selama

ini dianggap sebagai wilayah penghasil
para hulubalang pemerintahan lokal
seperti Montasik, Samahani, dan
Indrapuri mengaku sebagai the real Aceh
Besar.

Pembagian ini meski — belum
menjadi sebuah pembagian
administratif-sebenarnya sudah muncul
dalam isu pemekaran. Pulo Aceh juga
memiliki isu tersendiri. Pulo Aceh adalah
sebuah pulan dan kecamatan sendiri
dari Aceh Besar. Letaknya terpisah
oleh laut dan juga diperburuk dengan
sangat minimnya sarana dan prasarana
seperti jalan aspal dan listrik. Pulo Aceh
bisa disebut daerah paling tertinggal
dan menderita di Aceh Besar, terutama
setelah bencana tsunami. Namun di sisi
lain, keberhasilan Aceh Besar lepas dari
politik pemekaran tidak diikuti dengan
semakin baik kunalitas pengelolaan
demokrasi lokal. Oleh karena itu dari
hasil penelitian Aceh Besar diklasifikasi
berada tingkat memengah untuk kualitas
demokrasi partisipatorisnya (validation
meeting di Yogyakarta, 25-26 September
2012,

2. Relasl Antar-aktor dan Perllaku

Pemerintahan

Dari hasil penelitian terungkap,
bahwa sebagian besar aktor yang
berperan dalam pemerintahan lokal
berasal dari keknatan lokal dominan
baru, yaitu Partai Aceh (PA) dan
kelompok pendukungnya yang banyak
bekerja sebagai kontraktor dan pialang
proyek pembangunan.® Kekuatan politik

& Sehagion kesimgpulan dart Focus Group

Discussiom (FGD) tentory pemetaar dewokrsi
Aceh Besar pudn 25 Diesember 2001, Kestmpulan

it juye hampir sema dengor beberapn
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lokal dominan bara itun membentuk
gistern oligarkhi ekomomi yang
melibatkan barisan pendukungnya.
Mereka ini menjadi kekuatan tak resmi
yang tak jarang melakukan tekanan-
tekanan politik, sehingga melemahkan
integritas pemerintahan lokal. Akhirmya
pemerintah terpaksa melakukan

kolusi dalam meloloskan proyek
pembangunan (validation meeting, 23-26
September 20012).

Bupati Aceh Besar hasil pilkada
langsung pertama di Aceh pada 2006,
Buchari Daud, seorang akademisi yang
bergelar doktor juga tak mampu berbuat
banyak menghadapi tekanan politik
lokal tersebut. Bahkan dalam sejarah
kepemimpinannya pernah meminta
mundur dari jabatan bupati (wawancara
dengan Saifuddin Bantasyam, 22
Februari 2012).*

penelifian yang pereh difuat sekelumny,
termmumsuk penelitinon seorany doktor politih der
Australin, Edward Aspinal, yang melihat adanya
pergeseran kepentingiar el kombaban, ketika
sebelum bevada di dalem pemerintalan bersifaf
tdenloygts-politis don ketika felah berada df dalam
fetcnsaan menjodi pragrwtis-elonoms, Pere
ele kombatan yang memilih wenpady kordrakior
ini karena mewy honya peluong it yomg
mereka bisg anebil ketiko beberapa koder Gerakan
Aceh Merdeka (GAM) dan Senfral Infornesi
Referendum Aceh (STRA) - sayap tnteleltual
GAM) - mendudult posisi sebagal gubsmur-
wkrl gubernur dan juge bupati-wakdl bupafy
walthote-wakdl walikote. Proses it telah terjad]
sefak Pillada 2006-2007 dan semakin menghristal
sefak Partol Aceh, parad bentukan els GAM,
memenaagian Pemilu Leguslatif 2000 di Acel.
Litat Edvard Aspinal, “Combatan fo Contractora
: The Polifical Economy Peace i Aceh™, SEAP
Indonesia 87, April 2008,

9 Dalawr wamercara tu, dosen Hukwm Uiniversifos
Syah Kunla selalipus juga akitois FIAM dan
demuokrast menfelasien tentany sosok Budart

Aktor-aktor lainnya adalah
aktivis LSM dan tokoh organisasi
kemasyarakatan dan keagamaan
vang telah memiliki sejarah tapi tidak
mampu merepresentasikan kepentingan
politik lokal secara baik. Demilian,
pula pemimpin religius, terutama yang
berbasis di dayah (pesantren), hanya
memiliki pengaruh vang terbatas dan
tidak menjadi kelompok penekan yang
cukup serius.

Dari sebuah reportase media
nasiomal disebutkan Aceh Besar sebagai
salah satu kabupaten yang mengalami
kebangkrutan {Kormpas, 26 Maret 2011).
Amalisis kebangkrutan disebabkan
oleh terlalu gemuknya birokrasi,
missed-management dan tekanan politik
lokal. Disamping itu, buruknya politik
tatakelola pemerintahan daerah juga
diakibatkan lemahnya kepemimpinan
Bupati dan ketidakharmonisan
hubungan antara bupati dan wakil
bupati dalam menjalankan roda
pemerintahan. Inilah yang kemudian
melahirkan model pemerintahan
vang Hdak efektif dan retaknya duet
pemerintahan daerah, yang kerap
diternui bukan hanya di Aceh Besar, tapi
juga di daerah-daerah lain.

Menurut data dari Kementerian

Draed yary fak lein rekore setu almameteroy,
.. baldem Bupati Buchar! sendirt pernah minta
mundir, don tfu menunjukkon ada kelemain
lenilersltip, manajenten komflik, don wisi. Dhin
perrith minta mundur karenn telanan politik,
meskipun wurghin i Hdak perech memgalod.
Trii prtut disayangdor kaveve Aceh Besar fidal
pernah dibicaraien terkot prestast di Hnglag
Aceh apalag nasional, den hamya dibicarakam
dert vigh-rink politik. Tentu sebuah ironis
fersendiri karema diptmpin bupafi yang bergelar
dedctor Tuluser Amerika Serilat”.
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Dalam Negeri, sebagai perbandingan,
94 persen kepala daerah dan wakil
kepala daerah akhimya pecah kongsi
atau tidak berpasangan lagi pada
periode berikutya. Kebanyakan
penyebab pecah kongsi antarduet
pemimpin daerah ini disebabkan
persoalan pragmatis kekuasaan, dan
itu terjadi jauh hari sebelum masa
pemerintahan berakhir. Akibatmya
terbangun faksi-faksi di birokrasi, baik
yvang mendukung kepala daerah atau
wakil kepala daerah (Republika, 4 Juli
2013). Jajaran pemerintahan akhirnya
terbangun subkultur tatapemerintahan
yang kurang profesional, tidak jelas
garis instruksional dan koordinatif, dan
pengelolaan kevangan yvang kurang
akuntabel.

Terkait pecah kongsi pasangan
kepala daerah, sebenarnya menjadi
pengalaman jamak di banyak daerah.
Di Aceh sendird, dari hasil hasil
peneliian demokrasi pada tahun
2012, menunjukkan lebih tujuh puluh
persen pasangan kepala daerah
menjadi “pasangan cerai” dan selalu
bertengkar. Pertengkaran itu bahkan
menjadi perbincangan publik dan
tidak hanya menjadi konsumsi
internal pemerintahan (Teuku Kemal
Fasya, 7 Maret 2012). Faktor utama
ketidakharmomnisan pasangan kepala
dan wakil kepala daerah menurut
Bupati Aceh Besar periode 2007-2012,
Buchari Daud disebabkan dua hal yaitu
penempatan posisi pejabat dan urusan
pengelolaan proyek (wawancara 28
Januari 2012),

Pada era pemerintahan
baru hasil Pilkada 2012 juga tidak
memberikan harapan pada perubahan.

Bupati baru, Mukhlis Basyah yang
didukung Partai Aceh (PA), tidak
menunjukkan perbaikan kualitas
demokrasi. Kombinasi dan relasi
kekuasaan mayoritas di Aceh Besar ini
cenderung membesarkan jaring-jaring
primordialisme. Relasi kekuasaan
antara pemerintah formal yaitu bupati
dan non-formal yang bermain di
wilayah politik anggaran berlangsung
dalam temali simbiosis mutualisme
atau saling menguntungkan. Bupati
terpilih menggunakan lingkaran kerabat
untuk mengelola proyek baik yang
bersumber dari APBK, APBD, atan
APBN (wawancara Yasir Murdin, tokoh
pemuda Samahani, 8 Juni 2013).
Adapun kelompok sipil ekstra
parlementariat atau kelompok yang
kerap membangun tuntutan pubik di
luar parlemen tidak cukup kuat sebagai
kekuatan pengimbang, Jumlah gamponyg
(desa) di Aceh Besar cukup besar: 604
gampong (Aceh Besar dalam Angla - 4).
Pemilihan keuchik (kepala desa) memang
dilakukan secara langsung oleh warga,
tapi representasi politik paling rendah
ini tidak dapat diandalkan sebagai
aktor demokrasi di tingkat desa. Kenchik
vang terpilih kerap dikendalikan oleh
kekuatan pendukungnya atau partai
politik (FGD, 25 Desember 2011).

3. Premanisme Politik Pllkada

Hal yang juga tak dapat dilepaskan
dari watak dan perilaku aktor politik
lokal adalah seberapa bersih dan damai
proses elektoral terjadi, baik pilkada
atau pemilu. Latar belakang momentum
elektoral sangat berpengaruh dengan
seberapa demokratisnyva aktor politik
vang dihasilkan dan menjalankan
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peran-peran representasi politiknya.

Berbeda dengan momentum
pilkada pertama pascaperdamaian yang
berlangsung damai dan relatif bersih,
momentum Pilkada 2012 dipenuhi
prahara politik dan kemanusiaan,
Polemik kekuasaan yang menvebabkan
pilkada yang seharusnya dijadwalkan
tahun 2011 mundur menjadi tanggal 16
Februari 2012, lalu ditunda lagi menjadi
9 April 20012, Aksi massa dikerahkan di
beberapa tempat, khususnya Banda Aceh
dan pesisir utara-timur, untuk menolak
apa yang disebut sebagai “intervensi
pemerintah pusat” melalui pembatalan
pasal 256 tentang calon independen di
UUPA oleh ME.

Kisruh ini kemudian diiringi leh
insiden kekerasan bersenjata yang telah
mengundang banyak reaksi hingga di
tingkat nasional. Pada tahun “huru-hara
politik” 2011 saja sudah terjadi 46 kasus
kekerasan bersenjata, termasuk di Aceh
Besar. Secara resmi beberapa insiden
kekerasan tersebut dinyatakan terkait
oleh kisruh pilkada (Kemitraan, 2012).

Secara umum Aceh Besar dapat
dikatakan daerah yang stabil dan tidak
terlalu terpengaruh masalah-masalah
keamanan terutama menjelang pilkada.
Meskipun termasuk daerah konflik di
masa laly, situasi keamanan masyarakat
saat ini masih cukup baik terutama
jika dibandingkan dengan kabupaten
konflik lain seperti Aceh Fidie, Aceh
Utara, Bireun dan Aceh Timur.

Terkait kekerasan jelang Pilkada
212, dari sebuah data rapid assessment
Kemitraan (12 Januari 2012), tercatat
paling sedikit ada lima peristiwa
penembakan besar terjadi di Aceh
sepanjang bulan Desember 2011 dan

Januari 20112 yang menyebabkan
sedikitnya sepuluh orang tewas dan

16 orang terluka. Korbannya adalah
buruh dari suku tertentu. Untuk Aceh
Besar sendiri ada dua insiden yang
terjadi pada 31 Desember 2011 dan

5 Januari 2012 yvang menyebabkan

dua orang tewas dan dua luka-luka
(Serambi Indonesia, 6 Januari 2002),
Insiden tersebut merupakan bagian dari
rentetan kasus penembakan dengan
sasaran suku tertentu yang terjadi di
Aceh Utara, Lhokseumawe, dan Bireuen
menyebabkan pihak keamanan mulai
berpatroli dan melakukan pencatatan
terhadap warga pendatang,

Kampanye pilkada dimulai pada 22
Maret 2012 dan terhitung pada tanggal
24 Maret sudah terjadi kasus kekerasan
terhadap enam calon bupati termasuk
pembakaran dan perusakan mobil im
sukses yaitu di Kabupaten Aceh Barat
Daya, Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh
Selatan, dan Birenen. Selain Aceh Barat
Daya, keenam kabupaten tersebut
termasuk wilayah basis konflik. Dari
keenam calon bupati tersebut, tidak ada
vang berasal dari Partai Aceh.

Selain itu, di bulan Maret, polisi
berhasil menangkap tiga orang pelakn
teror di Aceh Besar karena membawa
bahan peledak yang dilakukan
komplotan Dugok dan kawan-kawan
vang berasal dari Aceh Utara (Serambi
Indonesia, 12 Maret 2012). Tiga orang
lainnya juga ditangkap di Aceh Utara
karena membawa bahan peledak pada
saat yang hampir bersamaan. Keenam
orang tersebut merupakan anggota dari
Komite Peralihan Aceh (KPA). Bahkan
salah satu orang yang ditembak oleh
Densus 88 pada Maret 2012 ini adalah
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seorang mantan panglima wilayah GAM
dari Kecamatan Lhoong, Aceh Besar,
yang dituduh sebagai bagian jaringan
penembakan terkait kisruh pilkada.

Latar belakang sosial politik
pascakonflik ini penting untuk menjadi
basis pernahaman mengenai bagaimana
mesin politik dan rumusan kebijakan
publik dilakukan, termasuk di Aceh
Besar. Aceh Besar sendiri merupakan
salah satu kabupaten vang paling besar
di Aceh dari segi luas wilayah dan

populasinya.

4. Representasl dan Partislpas] Polltik

Seperti peta politik di daerah yang
terdampak konflik separatisme di
masa lalu, Aceh Besar pun merupakan
wilayah basis GGerakan Aceh Merdeka
(GAM). Maka tentu saja kekuatan
transformasi GAM, yaitu PA, lebih
mendominasi di parlemen saat momen
pemilu legislatif 2009. Perincian kursi
hasil pemilu 2009 di Aceh Besar adalah
PA (10), PAN (5), Demokrat (5), Partai
Daulat Aceh/PDA (4), Golkar (4), PKS
(4) PBB (2) dan PPP (1). Padahal Aceh
Besar sebelumnya dikenal sebagai
basis PPP yang merupakan kekuatan
oposisi [slam pada masa Orde Baru
{wawancara dengan Muhammad Nizar,
anggota komisioner Komisi Independen
Pemilihan (KIF) Aceh Besar, 24 April
2013).

Meskipun menjadi kekvatan politik
baru, PA lebih banyak membawa peran
keseragaman (political unity) dan bukan
keberagaman (political diversity). Ini
dialektika negatif demokrasi di era
transisi, ketika pesan-pesan subtansial
demokrasi gagal dikembangkan karena
kekuatan politik baru lebih memilih

untuk memperkuat representasi politik
sendiri sehingga aspirasi di luar mereka
kurang bisa diakomodasi, seperti juga
terlihat kegagalan demokrasi di Timor
Leste (Olle Tarnguist, 2000 : 38).

Untuk tingkat partisipasi pemilih
pada Pemilu Legislatif 2009, Aceh Besar
sepert juga Aceh lainnya memiliki
tingkat elektoral mencapai 75 persen,
demikian pula pada Pilkada 2012.
Angka ini cukup menyakinkan apalagi
jika dibandingkan dengan daerah lain
di Indomesia yang tingkat elektoralnya
rendah seperti Pilkada Sumatera Utara
{48 persen), Jawa Tengah (55,7 persen),
Jawa Barat (63 persen), dan Sumatera
Selatan (69 persen) beberapa waktu lalu
(Indo Barometer, & Juni 2013).

MNamun demikian, tingginya angka
partisipasi pada momentum pilkada
atau pemilu legislatif belum dapat
dinilai sebagai kemunculan model
demokrasi partisipatoris sesungguhnya.
Hal itu karena nilai-nilai demokrasi
itu belum sampai ke akar rumput dan
melembaga dengan baik. Kasus Aceh
Besar menjadi bukti bahwa demokrasi
prosedural hampir nyaris berhenti

10 Demokrasi prosedural sesurngrpufmya adalah
model yary merilal dewmelrast pada proses
aelekermyn, Tl adalah el yorg lebih datolu
dikenal sebelum kermudion diperkenaliorn
demokrast parfisipatoris et demokras
kesejahrteraam {welfere democrooy) aton juga
aering divebut demgan isfileh Skandimarian
model. Masaloh prda demokrast prosedural,
oleh beberapa penelitt demolrost, diangyap fHdak
oukup weyakinkar akan mengarah pada tndikem
yary bermatre bagt kehidupen sosiel, ekomom,
politik, dan budaya. Demokrast prosedurel
kerap jatul pada findaken tnstrumental @
priveduralizme fanpa etika, Lihof Kristian Stolde
and (Mg Tarnguist (ed), Democratizofion m the
Glisbal Sowcth : The fmporfance of Transfbrmaofioe
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pada proseduralisme: miskin nilai
dan etika ketika berhubungan dengan
legitimasi sosial dan politik.

Semakin dalamnya konflik yang
melibatkan lembaga DPRD/DFRK
bukanlah gambaran khas Aceh. Jika
tekun mengikut perkembangan
pemberitaan politik nasional, terlihat
bahwa citra lembaga representatif
memang sudah demikian buruknya,
bukan hanya nasional tapi juga di
tingkat lokal. Keburukan itu tecermin
dari minimnya kapasitas dan kualitas
anggota dewan saat ini. Bahkan
menurut polling Lingkaran Survey
Indonesia (LSI), kualitas para politikus
saat ini lebih buruk dibandingkan
era Orde Baru (waw.kompas.com, 2
Oktober 2011). Hal ini menandakan
bahwa realitas keterbukaan yang terjadi
pasca Orde Baru tidak mengarah pada
semakin dalamnya tertatam nilai-
nilai demokrasi dalam praktik politik
dan kenegaraan. Perilaku politik
legislatif semakin jauh dari nilai-nilai
keadaban, kesantunan, fairness, nalar
sehat, dan rule of low. Para anggota
dewan lebih sering mempraktikkan
politik saling hasut dan sandera, yang
akhirnya merugikan citra parlemen dan
memerosotkan kinetja demokrasi di
lembaga perwakilan tersebuat.

Di Aceh buruknya kualitas
parlemen dalam merepresentasikan
kepentingan politik publik dianggap
berhubungan dengan kualitas
perdamaian yang juga tidak semakin
baik, Transformasi politik yang terjadi
pasca MoU Helsinki masih menjadi
berkah vang hanya dinikmati oleh elite

Politics, Wew York : Palyrove Muchillan, 2013,
hal 21-28.

politik, dan tidak menjadi berkah yang
bisa dinikmati akar rumput melalui
partisipasi vang terbuka dan adil.
Situasi saat ini, kekuatan representasi
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)
dikuasai oleh PA (34 dari 69 kursi).
Dapat dikatakan, compang-camping
politik DPRA yang terjadi saat ini tentu
saja terkait dengan kinerja PA.

Pada politik anggaran misalnya
menunjukkan belum ada sikap
prokesejahteraan rakyat, malah
menjadi ajang memperkuat legitimasi
kelembagaan dewan sendiri
(self-legitimizing) seperti masih
menganggarkan dana aspirasi yang
sebenarnya telah dianggap ilegal oleh
Kementerian Dalam Negeri (Harian
Analisa, 14 Maret 2013). Meskipun
dana aspirasi DPRK Aceh Besar tidak
sebesar dana aspirasi di tingkat DPRA,
vaitu Rp. 3 miliar per anggota dewan,
perilaku penyimpangan anggaran ini
menunjukkan bahwa libido kekuasaan
yang dimiliki anggota dewan lebih
besar dibandingkan kemampuan
merepresentasikan kepentingan
konstituen. Seperti dimaklumi,
walaupun dinamakan dana aspirasi,
dana itu menjadi “politik gizi” yang
digunakan anggota dewan untuk
kepentingan pribadi, partai, dan
komstituen yang terbatas, melalui
negosiasi “bagi hasil”, antara pelaksana
proyek dengan sang penyetuju
proposal.

Kasus terbaru, proses uji kelayvakan
dan kepatutan Komisi Independen
Pemilihan (KIP) di Aceh Besar juga
telah menuai protes, karena sarat
kontrak-politik antarfraksi mayoritas.
Tujuan jernih yang bisa dibaca tentu
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saja bagaimana memuluskan agenda
politik elektoral 2014 dengan mencoba
memengaruhi aspek akuntabilitas dan
kredibilitas pemilu (wwe diliputnews.
cor, 1 Juni 2013). Ini menunjukkan
bahwa representasi parlemen masih
memiliki masalah di dalam dirinya
dalam menautkan esensi popularisme
dan menegosiasikan kepentingan
masyarakat sipil agar menjadi tindakan
demokratis partisipatoris (Térmquist,
2009 : 11). Penguatan demokrasi dari
bawah (melalui peran pengawasan,
opini publik, kritik, dan demonstrasi)
masih belum berjalan, karena
parlemen masih memiliki otonomi
kekuasaan vang cukup besar dalam
mensubordinasi rakyat, vang kemudian
direkayasa kepada model politisasi
komunal, patronasi, dan jaringan
pemimpin informal yang menguasai
bisnis dan pasar.

5. Adab Kewarganegaraan yang Hilang

Sering kita mendengar kalimat
ginis, momentum pilkada hanya
menjadi rangkaian politik yang
menguntungkan kepala daerah terpilih.
Kepala daerah baru itu menjadi sosok
demokratis pada hari pemilihan, seturut
perjalanan waktu dan kekuasaan, ia
akan menjadi figur egoistik, primordial,
dan oligakhis. Adapun rakyat sebagai
basis legistimasinya akan tertinggal jauh
di belakang dalam setiap pengambilan
kebijakan.

Sinisme itu tidak dapat disalahkan.
[tu karena rakyat hanva hadir pada
momentum pilkada. Mereka menjadi
sekumpulan orang atau gerombolan
(rmob), vang dilepaskan statusya
sebagai warganegara. Padahal konsep

kewarganegaraan (citizenship) menjadi
faktor determinan perkembangan
demokrasi partisipatoris ketika
melakukan tindakan-tindakan sosial,
politik, dan ekonomi di ruang publik.
Kewarganegaraan sebagaimana
disampaikan oleh US Marshall adalah
bentuk partisipasi penuh warganegara
ketika mengartikulasikan kepentingan
publiknya. Kewarganegaraan bukan
hanya jaminan negara (pemerintah) atas
kebebasan individual, tapi juga jaminan
sosial-ekonomi yang semakin dikenal
dalam model negara kesejahteraan
(welfare state) (Vegitva Ramadhani
Putri, 2012). Konsep kewarganegaraan
telah menjadi konsep dasar dalam
melihat hubungan negara (state) dan
masyarakat (society), yang sebelumnya
tidak begitu jelas batas demarkasinya.
Konsep kewarganegaraan juga
mereduksi ketidaksetaraan sosial dalam
kontrak sipil pada masyarakat modern,
bahwa tidak ada yang harus menjadi
warganegara kelas dua, marjinal, ilegal,

minoritas, dst.

Ironisnya, dalam fenonema
politik kontemporer yang semakin
tercebur kepada sistem industrial-
kapitalistik dan menekankan kepada
otonomi individu, konsep warganegara
menjadi absurd. la “tersesat” di tengah
kepungan ekonomi kapitalistis dan
puolitik liberalistis. Kewarganegaraan
sering terjerumus pada logika pasar
dan statistik. Dampaknya terasa saat
momentum pilkada, ketika para peserta
pilkada dan konstituen masuk pada
sirkuit berbiaya mahal dan permainan
uang (Fasva, 26 Maret 2012).

Secara realistis, pola hubungan
antara masyarakat dengan lembaga
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elektoral yaitu parlemen menjadi
hubungan vang didasarkan pada

relasi pertemanan dan patron politik.
Parlemen hanya membangun hubungan
baik dengan “rekan sesama pejuang

di masa lalu”, vang didasarkan pada
model relasi vang eksklusif, lobbying,
dan pertukaran kepentingan, serta tidak
didasarkan pada relasi yang responsif
dan bertanggung jawab (Tdrmquist,
2010: 33).

Realitas transformasi politik hanya
mengarah pada sitnasi bagi-bagi kne
politik-ekonomi di antara kelompok
yang sedang berkuasa. Tentu saja di sini
masyarakat yang “sukses” berhubungan
baik dengan parlemen bukanlah
masyarakat dalam pengertian sosial sui
generis. Mereka adalah klien politik vang
hidup dalam proses simbiosis politik
vang saling menguntungkan.

It sebenarnya bukanlah partisipasi.
Jika pun ini dikatakan masuk dalam
ranah demokrasi, lebih tepat dengan
istilah diperkenalkan Gerry Van
Klinken, pakar Indonesia dan Papua
dari Belanda: demokrasi patronasi
(patronage democracy) (Tornguist, 2009).
Itulah “demokrasi” yang membangun
patron eksklusif plus ketergantungan,
bukan demokrasi yvang mampu
memproduksi nilai-nilai partisipasi
secara adil dan mandiri.

Dalam konteks ini tentu saja
komsep representasi, terutama di
parlemen, perlu dibicarakan kembali.
Perbincangan menjadi semakin penting
di tengah propaganda bahwa parlemen
adalah representasi sah rakyat. Dalih
vang sering digunakan adalah mereka
terpilih melalui mekanisme pemilihan
langsung yang demokratis, sehingga

tentu saja diimajinasikan memiliki
kualitas representasi yang lebih baik
dibandingkan representasi publik
la.irm],ra. Pertanyaan seperti ini penting
dijawab untuk mengetahui bagaimana
posisi warga negara di tengah model
representasi yang memitoskan proses
elektoral seperti pemilu itu (Fasyva
dalam PMB LIPL, 20071 ; 221).

C. PENUTUP

Sesungguhnya apa vang terjadi
di Aceh Besar, juga tetjadi di banyak
daerah lain ketika demokrasi lokal
melalui otonomi daerah tidak
terlembaga dengan baik. Hal ini karena
komsep otonomi daerah tidak mampu
dirumuskan sebagai upaya peralihan
dari transisi sentralisasi ke desentralisasi
demi memperkuat pembangunan
daerah yang berkelanjutan (Isran Noor,
2012 : 12).

Di Aceh, masalahnya semakin
bertambah karena multiplikasi transisi.
Bukan hanya sindrom transisi otonomi
daerah tetapi juga transisi konflik
Yang ditakutkan kondisi labil ini bisa
menyebabkannya jatuh pada simasi
lingkaran gelap demokrasi vang
membuat sebuah masyarakat atau sisterm
politik tidak bisa memperbaiki kerusakan
vang ditimbulkan akibat praktik-praktik
kekerasan dan antiperdamaian. Jika
kondisi itu berkelanjutan maka ia sangat
mungkin terjerembab ke arah - istilah
Olle Tornguist, profesor politik dari Oslo
University - transisi idak berkerangka
(frameless transition) (Térnguist, 2000 :

3;.") _11

11 Sebenarnya jika mau melihat secara
kritis apa yang terjadi dalam satu
tahun terafhir di Aceh, terutan di
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Meskipun otonomi daerah tidak
selaln memberikan kebaikan instan
bagi masyarakat, tidak seharusnya
ia dianggap kutukan sehingga harus
berpikir delusif untuk mundur ke era
Orde Baru. Otonomi daerah juga harus
dilihat sebagai perekat pembangunan
di tingkat lokal dan bukan ajang provek
vang membangkrutkan anggaran
nasional atau pemuasan insting
kekuasaan dengan ikatan adat dan
politik kedaerahan atas nama demokrasi
lokal (Widya P. Setyanto dan Halomoan
Pulungan (ed), 2011: 35).

Yang harus dipikirkan bagaimana
melakukan pelembagaan demokrasi
dengan tidak mengorbankan potensi
lokal. Politik otonomi daerah dapat
diperkuat dengan membenahi
kelemahan tatakelola pemerintahan
(governmce), memunculkan inisiatif
program-program kesejahteraan lokal,
dan mendesain pusat-pusat unggulan
pertumbuhan ekonomi berbasis
kecamatan yang melibatkan partisipasi
masyarakat, misalnya (Noor : 20). Hal

itu akan terjadi jika pemerintah daerah

bawah pemerintahan Zaini Abdullah

- Muzakkir Manaf transisi yang tidak
berkerangha ifu sudah terjadi. Publik
sernakin gerah dengan sikap pemerintah
daerah yang hanya sibuk mengurusi
hal simbolis seperti bendara dan
kelembagaan Wali Nangeroe, fari saval
membr:r‘rghm inisiatgfpc’?fbangufaffﬁm
menawrarkan program kesejahteraan
yang riil. Dart opini publik yang terbaca
di media massa atou media sosial
terlihat bathuon ekspektasi perubahan
kepada kepemimpinan bary ini

sermakin berkurang drastis. Kampanye
tidak seindah perbuatan. Perilaku
tanpa inisiat{ff:!ig{;:ga terlihat pada
pemerinfahan Kabupaten Aceft Besar.

man menggunakan prinsip partisipasi
dan deliberasi (musyawarah) sebagai
upaya penguatan peran publik melalui
fungsi kewarganegaraan.

Sesungguhnya demokrasi
partisipatoris menempatkan rakyat
tidak hanya sebagai alat pembangunan
an sich, tapi juga sebagai entitas
sosial yang memiliki eksistensi sama
pentingnya dengan pengambil kebijakan
(policy maker) dan elite-elite politik
dan ekonomi dalam menentukan arah
pembangunan. Rakyat dalam perspektif
demokrasi partisipatoris adalah
pemegang kedaulatan negara merdeka,
bukan sekedar “penonton demokrasi”
atau angka-angka yang dihitung dalam
skala statistik pembangunan (Daoed
Joesoef, 30 April 2012). Dalam hal ini
rakyat harus dilihat dalam pendekatan
relasional dengan negara dan subjek
penentu opsi pembangunan.

Demikian pula pada demokrasi
perwakilan. Proses elektoral yang

dianggap mendukung demokrasi

bukan hanya pada momentum pemilu
legislatif atau pilkada tapi juga institusi
paling bawah, yaitu gampoeny atau desa.
Secara umum demokrasi representatif
akan dinilai baik jika publik melakukan
inisiatif perubahan dan terlibat dalam
perumusan kebijakan pemerintah
hingga tingkat sangat lokal dan
sederhana. Demokrasi memang harus
dipraktikkan dengan cara-cara yang
sederhana dan bukan ketangkasan nalar
ala akademisi semata.

Terakhir, di Aceh bagaimana
prinsip-prinsip perdamaian yang
dirancang dan disahkan pada 15
Agustus 2005 antara GAM dan
Pemerintah Republik Indonesia, yang
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dikenal dengan MoU Helsinki dapat
menjadi peta jalan damai komprehensif
dalam bingkai NKRIL Mol Helsinki
harus dilihat sebagai perspektf untuk
“memerdekakan” masyarakat Aceh
melalui penguatan otonomi daerah,
bukan imajinasi tentang sebuah “negara
ideal Aceh baru” (new state building).

Jika kita perlu melakukan arus balik
historis tentang peta damai menuju
pengesahan Mol Helsinki juga penuh
tantangan tersendiri. Sejak pertama
sekali dilakukan perbincangan antara
pemerintah Rl dan GAM yang diinisiasi
oleh Jusuf Kalla and the gank™ hingga
pascapengesahan, tokoh-tokoh nasional
seperti Megawati, Taufik Kiemas, Pramono
Anung, dil bersikukuh menolak MoU
Helsinki sebagai bentuk solusi damai bagi
Aceh. Bahkan Akbar Tanjung sempat
membuat permyataan Mol Helsinki telah
mengamputasi kedaulatan Indonesia™
{Harold Crouch, 2000 : 305).

Mamun meskipun telah memiliki
kewenangan yang cukup luas seperti
partai lokal dan kandidat independen,
perjalanan implementasi Moll Helsinki
seperti terbaca salah satunya pada
penelitian Harold Crouch, gagal
menjadi jalan memperkuat federalisme
lokal (Crouch : 319). Pemerintah Aceh
ternyata lemah, tidak melakukan
koreksi atas perilaku militerisme yang
menjadi antitesis dari MoU Helsinki.
Malah kontradiktif, membangun
perilaku pemerintahan yang
mengancam perdamaian itu sendiri.
Perjanjian damai itu belum efektif
sebagail jembatan emas demokrasi lokal

12 Di antaranya adalah Hamid
Awaluddin, Sofyan, Djalil, dan dr. Farid
Husen.

dan pembangunan vang berkelanjutan
di Aceh.

Memang klise, namun
kenyataannya pekerjaan untuk
membangun mekanisme demokratis
vang melibatkan seluruh unsur publik
dalam partisipasi masih merupakan
jalan yang panjang. Penuh liku dan
omak, apalagi untuk daerah pascakonflik
dan barn mengeja pelan-pelan wacana
demokrasi praktis seperti Aceh Besar.
Jadi, jangan berharap terlalu banvak
sekaligns jangan sampai bangkrut
terlaln dalam yang akan merugikan

masyarakat.
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ABSTRACT

A peace agreement does not automatically create a situation of positive peace in a post conflict
area. In fact, many peacefully resolved conflicts have reverted back to become violent after a few
years, The people living in these areas are always hopeful that a positive peace is achieved after
a peace agreement, even if it is something very difficult to achieve. A peace agreement like the
Helsinki MOU is only able to achieve a sifuation of negative peace in Aceh. To achicve a situation
of positive peace, concrete actions must be undertaken by all stakeholders, especially the rulers of
Aceh, or the Acehnese government, At the very least, there are three important aspects that must
be observed by peace actors: politics, econvmic, and social. This paper will however only focus
on fuoe of fhese - politics and economy. The paper will analyse the political fransformation and
efforts made by the Aceh yovernment fo change the political sifuation and economy as o way to
Sfulfill the needs of the Acehnese people. Based om this, a prediction can be made of the prospect to
achieve sustainable positive peace in Aceh. Lastly, it is hoped that this study can contribute some
thoughts to peace and development actors 1 their efforts to build peace in post-conflict areas.
Key Words: Political Transformaton, Peacebuilding, and Sustainable Positive Peace.

ABSTRAK

Kesepakatan damai tidak dapat menciptakan perdamaian positif secara otomabis di
kawasan bekas konflik. Bahkan sebahagian konflik yang telah diselesaikan secara politik
dapat kembali ke konflik setelah beberapa tahun kemudian. Namun bagaimanapun
masyarakat di kawasan bekas konflik sangat berharap adanya perdamaian positif segera
setelah kesepakatan damai, walaupun hal itu sangat sukar untuk dicapai. Oleh itu,
kesepakatan damai seperti Mol Helsinki hanya baru dapat membentuk perdamaian
negatif di Aceh. Untuk mencapai perdamaian positif diperlukan tindakan konkrit
dari semua pamangku kepentingan, utamanya Pemerintah Aceh. Paling tidak, ada
tiga aspek penting yang mesti diperhatikan oleh pelaku perdamaian, yaitu; politik,
ekonmomi dan sosial. Namun paper ini hanya menjelaskan dua; politik dan ekonomi.
Untuk itu, dianalisis transformasi politik dan usaha-usaha Pemerintah Aceh untuk

13 Maskah diterima 25 Agustus 2013, Revisi Pertama 28 September 2013,

14 Peneliti Peace Studies at Research and Education for Peace (REPUSM), School of Social
Sciences, Universiti Sains Malaysia.

15 Gurn Besar Peace Studies at Research and Education for Peace (REPUSM), School of
Social Sciences, Universifi Sains Malaysia.

JURMAL TRANSFORMASI ADMIMETRAS] @ VOLUME O3 & NOMOR 02 @ TAHUN 2013




554

® SALDI ZAINAL®

merubah keadaan politik dan ekonmomi sebagai upaya memenuhi keperluan masyarakat
Aceh. Selanjutnya berdasarkan hal tersebut dapat diprediksikan prospek wujudnya
perdamaian positif berkelanjutan di Aceh. Akhimnya kajian ini diharapkan dapat menjadi
satu sumbangan pemikiran kepada pelaku perdamaian atau pembangunan untuk
membangun perdamaian di kawasan setelah konflik.

Kata Kunci: Transformasi Politik, pembangunan perdamaian dan perdamaian positif

berkelanjutan.

A. PENDAHULUAN

Hubungan Gerakan Aceh Merdeka
- Pemerintah Indonesia adalah
bersiklus; damai-konflik-damai. Masa
konflik lebih lama dibandingkan masa
damai. Jika dihitung usia Republik
Indonesia (Rl} vang sudah mencapai
68 tahun, maka damai di Aceh hanya
berlangsung 29 tahun sejak pasca
integrasinya ke dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKEI). Sedangkan
selebihnya (39 tahun) adalah konflik
(perlawanan), yaitu; Gerakan Darul
Islam /DI {1953-1962]“ dan Gerakan
Aceh Merdeka/GAM (1976-2005).
Konflik Aceh (red, GAM) - Indonesia
vang berlangsung 30an tahun, secara
politik telah diselesaikan melalui dialog
damai, bersifat kompromistik dan
saving-face atou win-win solution dengan
penandatanganan kesepakatan damai
Memorandum of Understanding (Moll)
tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki,
Finlandia.

Keberhasilan mencapai kesepakatan
damai tersebut tentu tdak terlepas
dari kapasitas sebuah Organisasi Non
Pemerintahan (NGO) Internasional,

16 Drikeral dengan Geraken Daved Beureteh, yang
etk gerakon peloksanar Syart'nt Tslom
secirn Kaffoh di Bumd Sevimbi Mebdath (Aceh).
Memurat Nurhosim ef, al (2003 150 rerakan
il merupaken embrio bagi gevakan pemniaah
Acelt abay Gevalant Aceh Mevdeka g
dimodoed oleft Flasan Tive.

Crisis Mumagement [nitiative (CMIY
dalam memediasi dua kelompok yang
bertikai (RI-GAM). Menurut Kalla
(2009) berhasilnya pencapaian Mol ini
karena dijalankannya dengan cara-cara
mengetahui pihak-pihak vang bertikai
secara menyeluruh, memperkuat
keberanian dan kepemimpinan,
membangun kepercayaan diri para
pihak vang bertikai, menyatukannya,
dan membatasi publikasi, serta menjaga
kehormatan dan martabat para pihak.
Mamun, MoU bukanlah perdamaian
yang sebenarnya (perdamaian positif), di
mana suatn keadaan dapat melindungi
hak asasi manusia dan memungkinkan
setiap individu memenuhi kebutuhannya
secara adil dan tanpa kekerasan, baik
langsung maupun tidak langsung. MoU
merupakan bentuk penghentian perang
secara formal, yang hanya menghasilkan
keadaan damai negatif, vaitu Hadanya
perang atau kekerasan langsung
yang terorganisir. Mol hanya telah
memberi peluang kepada Aceh untuk
bertransformasi, baik di bidang politik,

ekonomi, maupun sosial. MoU Helsinki

17 Ohwguiiaast ihd adalah nove profit dan

indepertden, wang didivikon pada falun
2000, Dapmpirt olel Muarttd Ahtisar
murifan Presiden Finlaead, Kanfor whamsartys
di Helsird, Finland. Bekerfa unfuk
menyeleseilcan kowgflik dan penbinaam
prerdiamaian secarn berterusan (CMI) hitpd
i o fitissdon. it
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hanya merupakan entry point dan
roadmap for political policy bagi pembinaan
perdamaian supaya perdamaian positif
dapat diwujudkan secara berkelanjutan
di Aceh. Sebagaimana dikatakan oleh
Miall, et.al (2002) bahwa kesepakatan
damai bukan akhir dari konflik, tetapi

ia adalah alat di mana ke dua kelompok
vang berkonflik diharapkan dapat
menyelsaikan permasalahan perang yang
tidak selesai.

Disadari bahwa meskipun usia
perdamaian Aceh sudah ke-8 tahun
(2006-2013), belum ada jaminan
konflik tidak akan berulang lagi,
kecuali pengelolaan perdamaian
dapat menjamin terpenuhi kebutuhan
atau keperluan masyarakat secara
baik, adil dan merata. Diperlukan
komitmen dan tindakan nyata dalam
merealisasikan isi MoU tersebut sebagai
upaya menstransformasikan Aceh dari
berbagai sektor, baik sektor ekonomi,
politik, hukum dan sosial.

Dengan demikian akar permasalahan
(root cruses) yang telah menimbulkan
komflik berkepanjangan, seperti
permasalahan politik, ekonomi dan sosial
dapat diselesaikan. Permasalahan ini
adalah penting untuk ditransformasikan
dengan segera oleh semua stakeholder,
terutamanya Pemerintah Aceh. Tujuanmya
adalah menjamin terpenuhinya
kebutthan-kebutuhan masyarakat Aceh
secara berkeadilan, karena tanpa keadilan
perdamaian hanyalah simbolik (Maina,
20111).

Sebagai wujud komitmen terhadap
implementasi Mol, Pemerintah
Indonesia menetapkan UU No. 11 Tahun
2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU
PA). Dengan demikian Pemerintah Aceh

telah memiliki roadmap for political policy
dalam upaya melakukan pembangunan
dan menyelesaikan permasalahan konflik
Aceh selama ini. Sehingga diharapkan
adanya jaminan terhadap proses
pembangunan perdamaian positif vang
berkelanjutan di Aceh.

Tulisan ini menjelaskan: (i)
transformasi politik Aceh pasca
Mol; dan (ii) Upaya pembentukan
perdamaian positif vang berkelanjutan,
melalui analisis dinamika politik dan
ekonomi pemerintahan eks GAM.

B. TRANSFORMASI POLITIK
1. Legitimasl Dominasl Aktor Lokal

Dalam Pllkadasung Aceh Pasca

Mol Helsinkl

Wujud pergolakan Aceh adalah
disebabkan oleh kekecewaan atas
pengabaian Hak Istimewa bagi Aceh,
ketddakseriusan Pemerintah Pusat
Indonesia dalam membangun Aceh
dan mensejahterakan masyarakatmya
(Rachman, et.al., 2003: 37). Aceh
vanyg dikenal sebagai daerah modal
bagi Republik Indomesia tertinggal
dalam pembangunan (Sulaiman, 2000:
4-6; Tippe, 2000: 35). Aspinal (2006)
menyatakan bahwa konflik Aceh
periode GAM lebih disebabkan oleh
persoalan nasionalisme Aceh vang mesti
dikembalikan oleh Kerajaan Indonesia.
Sejalan dengan itu, Djafar (2008:201)
menjelaskan penyebab pergolakan Aceh
adalah; mempertahankan identitas
politik yang berasaskan syari‘at Islam
(aspek social, budaya, ekomomi dan
politik), otomomi politik (sharing power)
yang adil, mempertahankan kedaulatan
ekonomi dan pembebasan eksploitasi,
dan mempertahan harkat dan martabat

JURMAL TRANSFORMASI ADMIMETRAS] @ VOLUME O3 & NOMOR 02 @ TAHUN 2013



556

® SALDI ZAINAL®

Aceh yang menjunjung tinggi hak asasi
manusia.

Kondisi diskriminasi terhadap
keistmewaan Aceh tersebut,
menimbulkan kebijakan-kebijakan
politik yang lahir adalah kebijakan yang
lebih menguntungkan pemerintahan
pusat dan kepentingan kelompoknya,
sehingga Pemerintahan Aceh semasa itn
dianggap hanya sebagai perpanjangan
tangan Pemerintahan Indonesia. GAM
dan simpatisannya menyebutkan sebagai
Pemerintah Kolonial Indomesia-Jawa,
yang mengeksploitasi sumber daya alam
Aceh tanpa mensejahterakan rakyat
Aceh. Kesenjangan ekonomi dan politik
serta terkikisnya identitas keacehan telah
menyakitkan pandangan dan perasaan
rakyat Aceh. Akhimya terakumulasi
menjadi alasan koat bagi Aceh untuk
melawan Pemerintah Indonesia dan
memisahkan dirinya dari Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKREI).

MNamun, pasca perdamaian Rl-{zAM
pada tahun 2005 telah menyebabkan
banyak perubahan terhadap landscape

politik di Aceh (Aguswandi & Wolfram
Zunzer, 2008: 8), dan dengan sendirinya
telah memperkuat kembali posisi
pemerintahan sipil di Aceh, yang dinilai
lumpuh pada masa konflik. Pasca
Mol Helsinki (2(06), Aceh pertama
kali mengadakan pemilihan kepala
daerah secara langsung (Pilkadasung)
berlandaskan Mol Helsinki dan UUPA,
vang sebelumnya dipilih oleh parlemen.
Pilkadasung tahun 2006 bukan saja
terjadi perubahan pada pemilih tetapi
juga jatur politik calon kepala daerah
vang dipilih. Calon kepala daerah tidak
hanya berasal dari partai politik, namun
juga dari unsur independen. Sehingga
calon kepala daerah tingkat provinsi
mencapai delapan (8) pasangan. Lima
calon pasangan dari partai politik dan tiga
lainmya berasal dari unsur independen.
Dari unsur independen pun berasal
dari berbagai elemen; dari mantan
birokrat dan politisi partai nasional,
purnawirawan TN, dosen, dan eks
pejuang kemerdekaan (GAM]. (Lihat
Tabel 1)

Tabel 1.
Perolehan Suara Pilkadasung Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh 2006
Mo Pasangan Calon Jalur,/ Unsur Perolehan Suara
1 | Drh. Irwandi Yusuf, M.5c / Independen T68.745 (38,20%)
Muhammad Nazar, 5.Ag. (GAM/SIRA)

2 | DR, Ir. H. A, Huomam Hamid, MA dan | FPP-GAM Tua 334 454 [15,52 I5{1:|
Drs. H. Hashi Abdullah, M.5i.

3 | Drs. H. A, Malik Raden, MM dan H. Partai Golkar, PDIP, dan | 251,174 []3,9?%]
Sayed Fuad Zakaria, SE FEFI

4 | Ir. H Azwar Abubakar, MM dan M. FAN dan FKS 281174 (13,97%)
Nasir Djamil, 5. Ag.

5 | Drs. Ghazali Abbas Adan dan H. Independen 156,978 (750%)
Salahuddin Alfata

& | Ir. H. Iskandar Hoesin, MH dan Drs. | FBB 111.553 (3,54%)
H. M. Saleh Manaf
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7 | Letjen TINI {Purn} H. Tamlicha Ali dan | PBRE, PPNUL, dan PEB | 80.327 {3,99%}
Drs. Tgk. Harmen Nurigmar

8 | H. M. Djali Yusuf dan Drs. HLR. A Independen 65.543 (3,26%)
Syaugas Rahmatillah, MA

Sumber: Disadur dari Clark & Palmer (2008)

Koalisi independen mantan pejuang  Akibatnya, pada tahun 2007 GAM dan

kemerdekaan; GAM-SIEA berhasil
menang sebagai Gubernur/ Walkil
Gubernur Aceh. Kemenangan serupa
juga terjadi pada beberapa Filkadsung
Kab/Kota, yaitu ada sembilan posisi
Bupati/ Wakil Wakil Bupati serta
Walikota/Wakil Walikota™ (Clark &
Palmer, 2008).

Suksesnya koalisasi dalam
memenangkan pilkadasung, akan
tetapi tidak diikut dengan kesuksesan
koalisi dalam mengelola pemerintahan.
Sehingga perpecahan di level kader dan

masyarakat simpatisan masing-masing

SIRA membentuk partai lokal masing-
masing untuk merebut kekuasaan di
parlemen provinsi dan kabupaten /kota
pada tahun 2009. Kemudian terjadi juga
perpecahan di ekternal KPA/PA dalam
pilkadasung Tahun 2012,

Meskipun sudah terjadi perpecahan
di internal KPA/PA, pada pilkadasung
tahun 2012, GAM secara partai masih
berhasil memenangkan pemilihan
di fingkat provinsi dan beberapa
kabupaten/ kota (dengan cukup satu
putaran pemilihan). Secara detail,
perolehan suara yang dicapai terlihat

kelompok pun tidak dapat dielakkan. pada tabel di bawah ini:
Tabel. 2
Perolehan Suara Pilkadasung Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh 2006
No | Pasangan Calon Perolehan Dukungan// Jalur
1 | Tgk H. Ahmad Tajuddin, AB 3.33% Independen
Ir. H. Teuku Surliansyah, M 5
2 | Drh. lrwandi Yusuf 20.18% Independen
Dr. Ir. Muhyan Munan, M.5c
3 | Prof. Dr. H. Darni M. Dand, MA 4.07% Independen
Dr. Tgk, Ahmad Fauz, M.Ag
4 | H. Muhammad Mazar 7.65% Gabungan Partai
Ir. H. Mova Iriansyah, MT
5 | Dr. H. Zaini Abdullah Bh. 78 % Partai Aceh
Muzakkir Manaf

Sumber: Disadur dari Komisi Independen Femilihan (KIF) Aceh (2012).

18 Kabupaten Aceh Timur, Aceh Utera, Pidie,
Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Bireen,
Knta Lhokseumaoe, Kota Sebarmy, dan Pidie Joye
(Pilicadnn 2004).

Kemenangan Zaini Abdullah
sebagai Gubernur Aceh telah
memperpanjang masa kekuasaan eks
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